LEMBARAN DAERAH -
| KABUPATEN NIAS UTARA _
NOMOR: 16 o SERI : £

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA -
NOMOR' /6 'TAHUN 2012 '

_ TENTANG
POKOK—POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAI-IMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA

~

Menimﬁéng: a. bahwa ‘ be_rdas_arkan ketentuan Pasal 151 Peraturan
' ' Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teritang Pengelolaan

. Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1} Peraturan -

.Menteri . °Dalam. Negeri Nomor i3 Tahun 2006 tentang ‘
K Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ‘sebagaimana
. telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
* Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan ‘Menteri- Dalam Negeri Nomer 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

"~ b. bahwa dalam rangka terselenggaranya  pengelolaan

' keuangan daerah yang tertib, taat pada Peraturan
Perundang—Undangan efektif, efisien, ekonomis,
transpardan, ‘dan bertanggungjawab -~ dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat; »

¢. bahwa berdasarkan perﬁmbangan sebagaimana o
dimaksud dalam - huruf a dan - huruf b, perlu

_ ‘membentulf Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daera_h( -




- Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang
2

keuangan Negara {(Lembdran Negara Republik Indones;
Tahun~ 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negarz
Republik [ndonesia Nomor 4286};
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten‘fang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republm
indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);. . -

U11c1aﬁg—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembanglinan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahup 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negala Repubhk Indones1a Nomor 4421);.

‘Undang-Undang Nomor - 32 ~Tahun ; 2004 tentgng

Pemerintahan . Daerah (Lembarari’ Negara ‘Republik
indoné,sia ‘Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
fiengan Undang—Undang Nomeor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran .

ANegara Repubhk Indonesm Tahun 2008 Nomer. 59,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk lndonesm Nomor A
- 4844); '

Undang-Undang - Nomor -~ 33 Tahun' 2004 . tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negaja Republik
Indonesia ~ Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4438);.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pembentukan -~ Kabupaten Nias Utara di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4929);



dan Retribusi Daerah {Lem!
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 -
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- .Indonesia Nomor 5234};

Peraturan Pemerintali Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan - Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaraﬁ Negara Republik Indonesia Tahun 2005 .-
_Nomor 48, -Tambahan * Lembarr.n N,egara Repubhk
_ Indones1a Nomor 4502); _

A.’P.eraturan Pemerifitah Nomor 55 Tahun 2005 téﬁtang
Dana Perimbangan (Lembaran 'Negara Repub]jk
Indonesia ' Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

,‘_Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4575);

.Peraturan Pemermtah Nomeor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informa31 Keuapgan Daerah (Lemba,ran Negara,
'»-Repubhk Indones1a Tahun 2005 Nommor- 138 Tambahan
Lembaran Neoara Repub,.k Indonesia Nomor 4576) '

.Pelaﬁlran Pemerintah Nomor 57 Fahun 2005 tentang
. Hibah - kepada Daerah - (Lembaran Negara Repubhk'
‘Indonesia. Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
- Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 4577);

- .Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang -
. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lémbaran Negara

Repubhk Indones1a Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
- Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4578); -

. Peraturan Pemerintah Nomer 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Per\yusunan dan = Penerapan Standar
Péléjahén Minimal (Lemba:an Negara - Republik
Indoriesia - Tahun - 2005 Nomor 150, - Tambahan

Lembaran Negai'a Repubhk Indonesia Nomor 4585);



Fin

15, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 temang

B B R 1 N - 3 ~ o -~ S P,

‘Pedoman Pembinaan dan lPengawasan Penyelenggornen

- N = o -
Pemerintahan Daerah  {Lemberan Negafa Republil

Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

l..d
o

. Peraturan Pemerintahh Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan. Kinerga Instar nsi Pemerintah
(Lembaran Negara- Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor ~ 25, Tambahan ' Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemenntah Nomor 38 iahun 200; tentang

Pembagian Urusan PemennLahan antara Pemennaa}n‘

"Pemerintahan _ Daerah . P_roym31 - dan Pemenntahan

' Daerzh Kabupaten/Kota .(Lembaran .Neﬁars Republik.
" Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

-~S*andar Akuntansi Pemerintah {Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubh_k IndoneSla Nomor 0105)

.19.:PeIaLuran Pr esxden chubhk Indonesm Nomor 54 Tatiun
2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemenntaﬁ
{(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010
Nomor 54j; L :

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sébagaimana telah beberapa kali diubah . terakhir - -
déngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua-Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta:

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negezi Nemor 55 Tahun 2008

N
it

‘tentang Tata Cara Denatausaha_ah dan Penyusunan
Laporan Pertanggung]awaban Bendahara = serta

Penyampaiannya;



| call

90 Peraturs: enter Dolam Neger Nomor 53 Tahun 2011}

oduk rlukum Daerah (Berita

win 2011 Nomor 694);

engan Pe rsmtuyum Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT i DAERAH KARUPATEN NIAS UTARA

dan
- BUPATI NIAS UTARA
MEMUTUSKAN
Menctapkan : PERATURAN =~ DAERAH ~TENTANG POKOK-POKOK |
B PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. '
_ BAB1
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama ‘
Pengervtian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Vamg dg;paksud der*cgan
1.  Daerah adalah KabupaLen Nias Utara. -

2. Pemermtah Daerah adalah pcqyelenggara urusan pemermtahan oleh
" merintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
s gtoriomi dan Tugas Pembantuan déngan prms1p otonomi ‘seluas- -
“= wa dalam sistim “dan prinsip Negara Kesatuan Republik '
1 + - nesia sebagaimana dimaksud dalam Undanfr-Undang Dasar
<A Repubhk Indonesia Tahun 1945 o

1 xntah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
- nenyelenggara pemenntahan daerah. .

+ adalah Bupati Nias Utara.

Perwakilan Rakyat Daerah selanjuulya disebut DPRD adalah
perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Jhan’daerah.

« Daerah adalah Sek;e aris I Daera_h Kabupaten Nias Utara.

adalah Gubernur Sumatela Uta_ra
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wewenang pemeriniahan  oleh
montule mengatur dan znengurus
Sisterm  Negara Kesatuan  Republik

Indonesia.

Keuangan Daeralr adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai’
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
hprhyLm«nggﬁ dengan hak dan kewajiban daerah tersebut..

Kebijakan Umum APBD yang sclanjutnya disingkat. KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasannya untuk penoae 1 (oaun'
tahun | 3

Tim Anggaran Pememtah Daerah yang selanjumya dlbmgkat TAPD
adalah tun yang: dibentuk dengan keputusan - Bupau dan dipimpin
oleh sekretaris daerah . yang mempunyai. tugas- menylapkar» serta
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka menyusun-APBD yang
beranggotakan dari pejabat Perencanaan Daerah, PPKD, dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutr;_{fa disinglkat
PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk Set1ap program sebaga1

- acuen dalam. penyusunan RRA -BKPD. -

- 13.

14,

15,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selanjutnya disingkat

VAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemenntahan daerah yang

d_’lbahds dan disetujui bersama oleh pemerintah daeralr dan DPRD
dan ditetapkan dengan peraturan daerah. o S :
Kerangka Pengeluaran Jangka -Meneng'ah adalah pendekatan
penganggaran  berdasarkan  kebijakan, ~dengan  pengambilan
keputusan terhadap kebljakan tersebut dilakukan dalam perspektif
lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempemmba_.ngkan lmphkasx‘
biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berﬁ{umya
yang dituangkan dalam prakiraan maju. ' -

Prakiraan Maju (forward estimate] adalah perhitungan kebutuhan
dana untuk tahun anggaran berikutnya dari fahun  yang
direncanakan guna memastikan Kkesinambungan program dan
kegiatan vyang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan
anggaran tahun berikutnya. ‘
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26.

. Pendapatan

ot
[¢3)

wrah edalah hal pemerintah daerah vang diakud

sebagal peniambiah milar kekayaan bersih.

Belanja Dacral adalaly kewajiben Pemerintah Daerah vang diakui
sebagal pengurang nilal Kekayaan bersin. -

burpiuq Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan
daerah dan belz nja daeralh.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan
daerah dan belanja daerah. :

Pendapatan Asli Daerah 'yang selanjutnya disingkat PAD adalah
pendapatan  yang diperoleh daerahh yang . dipungut berdasarkan
peratiiran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber -dari Anggaran
' Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan: kepada daerah’

untuk mendan sai kebutuhan daerah “dalam: rangka pelaksanaan
desentralisasi. C : o : : .

<

. Peinbiayaan Daerah adalah semua- penerimaan yéng periu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya. .

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjumya disinglcat SILPA
adalah selisih lebg,h realisasi penenmaan dan pengeluaran anggaranv

selama satu_ peri iode anggaran

24,
yang dialokasikan kepada daerah- berdasarkan angka prosentase

Dana Bag1 Hasil adalah dana yang bersu_mber dan pendapaLan APBN _

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangkd pelaksanaan
desentralisasi. o .

Dana Alokast Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan -keuangan antar daerah untuk
mendanai _ kebutuhan  daerah. dalam = rangka . pelaksanaan
desentralisasi. . ) ‘

Dana Alckasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana

- yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada .

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan pnontas

‘nasional.
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Penerimaan Daerah yang berasal dari Permerintal

T cing, Badan/Lembaga Asing, H%C‘:‘Il/é;“”’lhr’g" nternasional
Pemetintah Pusat, Badan/lembaga Dalam Negeri atau percrangan.
baik dalam bentuk devisa, rup@h atau  dalam  bentak barang
dan/atan jasa termasuk tenaga ahli, pelatihan yang fidak perh-z
dibayar kembali. :

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasilkarn
kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan / atau peristiwa
luar biasa dan/atau krisis solvabilitas. ‘ :
Pirjjaman Daerah - adalah semua transaksi yang fneng&kib’at can
daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang, barang, atau
menerima manfaat yang bernilai uang daﬂ pihak lain selhnbga dae raby -
tersebut. dibebani keweglban untuk membayar kembah

Rencana- Kerja dan Anggaran Pejaoat Pengelola Keuangqn Daﬂra‘n»

_ yang s?lamutnya dlsmgkat RKA-PPKD adalah dokumen perericanaan

dan’ penganggaran yang berisi pendapatan: dan belanja pada tmgx&‘
pemermtah daerah serta pembiayaan daerah yang merupakan
penjabaran dari rencana kerja pemerintah daerah dalam 1 (satu)

- tahun  anggaran serta anggaran yang diperlukan  untuk

melaksanakannya.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangk& Daerah
selan'butnya djsmgkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran . yang berisi pwgram dan keglatan Sa‘uan ‘Kerja-

erah yang bersangkutan dalam 1 {satu) tahun anggaran serta
I garan yang chperlukan unmk melaksanakannya.

umen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
¢ selanjutnya chsmgkat dengan DPA-PPKD adalah dokumen yang
.uat pendapatan dan belanja tingkat pemerintah daerah serta
+ 1ayaan yang dijadikan dasar pelaksanaan anggaran satuan kerja
arskat daerah berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan.

.t uen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kega Perangkat Daerah
v clanjutnya disingkat dengan DPA-SKPD adalah dokumen yang
ic. pendapatan dan belanja setiap SKPD yang dijadikan dasar
" aan anggaran satuan kega nerangkat daerah berdasarkan

" ggaran yang ditetapkan.



36.
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Dokumen Pelaksanaan Privichan Angraran Satuan Kerja Perangkar

Daer”ﬁ yang Selaniu;,-{ a Chsingkat dengan DPPA-SKPD  adalab
,
f

deokumen yang m abhan »n xd’;hgta_-n dan F‘elama S“Llau
SKPD yang chgunakan :z"i':nagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran satuan kerja perangkat daerah  berdasarkan  alckasi
anggaran yang ditetapkan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD

adzlah  kepala satuan keria pengelola keuangan daerah vang

mempunyai tugas meiaksanakan penvelolaan APBD dan beﬂlldak
ebageu bendahara umum dacrah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Badan/Lembaga Teknis pada
Pemerintah ™ Daerah. yang. bertanggungjawab kepada Bupati dan
membpantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri
atas Sekxetanat Daerah, Sekretariat DPRD, Dmas Badan Rantor

. Lembaga Tekms Daerah dan Unit Satuan Kerja.

Pengguna Anggaran adaiah pejabat’ pemegang kewenangan .

- penggunagn anggaran unftul melaksanakan tugas pokok dan fungsi

38.

ShPD yang dipimpinnya.

'Pengguna Barang /Jasa adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

yang bertanggung]awab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa

dalam hngkungan unit keqa

30

[IN

kuasa Pengguna Anggaran adalah pe;abaL yang dlben kuasa ufituk |

- welaksanskan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam .

e Iaksanakan sebaglan tuga% dan fungsi SKPD. ,
t Kerja. adalah baglan SKPD yang melaksanakam batu atau »
‘rapa prograni. '
Fat Pelaksana Tekms Kegiatan yang selaigumya dlsmgkat PPTK

~th pe_]abat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan sati atau
rer Ya kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang

,garan 'Ierpadu (unfﬁed budgeting) adalah penyusunan
s % » kenangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk

.. jenis_belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan
sarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

x dalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu
rsanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
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45.

46.
- atau kelualan yang dlharapkan dari suatu kegmtan

47.

Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam hentmuk upava
yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakean <uuier
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang lerukur sesuai
dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian. dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagal baglan dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdir:i dari sekumpuian
tindakan pengerahan sumber dava balk vang berupa personal
(:.su_m'ber daya manusiaj, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, daha atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jéms'
sumber daya tersebut sebagai masukan (mput) unruk menghasdhan
keluaran (owput} dalam bentuk barang /jasa.

Sasaran (target) adalah haSﬂ yang chharapkan dari suatu program

Keluaran (ouz‘put) adalah barang atau jasa yang- ”hhasﬂkan meh

‘kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran

dan tujuan program dan kebijakan.

. Hasil = {ouicome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsmya keluaran dari } egiatarn kegiatan dalam satu program.

. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
" pejabat yang chben tugas untuk melaksanakan mngSI bendahara'__
- umum daerah. » o

. Bendahara adalah setiap orang atau-badan yémg diberi tugé-s u_ntpi{

dan. atas nama daerah, menerima; menyimpan, - ,ﬂan'

: membayar/ menyerahkan uang atau surat bbrharga atau barancr-

barang negara/daerah.

. Bendahara P enerimaan adalah orang yang dJLunJuk untuk menemna,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung
jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada Satuan Keqa Pemerintah Daerah.

Bondahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan belanja ciaerah dalam rzmgka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

. Kas Umum Daerah adalah tempat penwmpanan uang daerah vang

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruli penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
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- 57,

Rotroning Kas Uoum Doerah adatod rekening tempat penyimpanan

sang daera untuk menawmpung seluruh

nenerimaan ds 1 pengeluaran daerah pada
bank yang di_tetapkan._ ]

Syrat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
delkuren vyang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan

permintaan pembayaran

_nourat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat. SP2D

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang
a1terb1tkan oleh BUD berdasarkan SPM. '

Surat Perintah Membayar: yang %elanjutnya dlsmgkat SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa

pengguna anggaran untuk penerb-uc‘n SP2D a_ta_s beban pengeluaran
_ DPA-SKPD. :

58.

Badan Layanam Umium adalah instansi dl hngkungan pemenntah

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

‘mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan
cegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagla.n_

- "nodalnya dimiliki'oleh pememtap dasrah..

»aang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari

_pcmbeuan dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagtan

APBD dan atau berasal dari perolehan lamnya yang sah.

oo Daerah adalah JLLmlal“ uang yang W'ajlb chbayar pemenntah
xx 7 nan / atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai
- ¥ - .ang berdasarkan peraturan perundang- undangan perjanjian
* . s usarkan sebah lainnya yang sah. ]

» 7 angan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
1.y yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat.

r. «lam satu tahun anggaran. ; '
. vaerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
" daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat
- #yun uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya
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66..
- barang yang nyata dan pasti Jumlahnya sebagai alqbat perbuataﬁ
. melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

-6

~3

. Sistemm Aluntanst Pemerintab Daerah vang selanjutnya disinglcar

SAPD adalah sistern akuntansi yang mebputi proses pencatatan.
venggolongan, penafsivar, peringkasan  transaksi atau kejadian

keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan
APBD sesuai dengan standar akuntansi | pemerintahan.

. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah mei’up:«‘kan suatu

proses  yang berkesmambungan yang dilakukan oleh
lembaga/ badan/umt vang mempunyai tugas dan fungsi melakukan
pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk memarmn agar
pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai denga.q
rencana dan peraturan perundang-undangan.

Kerugian .Daerah adalah kekurangan uang, surat bernarga dan

'Pengawasan Fungsmna_ adalah kegxatan pengawasan yan<7 dﬂakulfan

oléh "badan/unit yang mempunyai tugas dan’ fungsi melakukan
pengawasan dan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusiitan dan
penitatan.

. _Pengawasan Leg1$1at1f adalah kegiatan penoawasan yang dilakulkan

oleh DPRD Lerhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang dan

. h.akIlYQ . . ) X
69. Pemeriksaan - adalah 'Séfah satu - bentuk keglaian ppnOdwaqa_rx
: fungsmnal yang dilakukan dengan cara memhbandingkari -antara

peraturan/rencana/program dengan kondisi- dan/ atau kenyataa;
yang ada. .

. Rekomendasi eidalah saran dari pemenksa berdasarkan hasil

pumenksaannya yang ditujukan kepada orang atau badan yang
« 21 wenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
1, eran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke'pada.Pem'erintah,
Su Lt selénjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan
_erintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan
&7 ana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh
3, 1 kepada Pemerintah.
v Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang
«itnya disebut LKPJ adalalr laporan yang berupa informasi
‘ggaraan pemerintahan daerah selama 1 {satu) -tahun
a2 0 atau akhir masa JabaLan yang . dxsampad,an oleh Bupaii
» *2» DPRD. -



73, Infermasi “lenggaraan  Pemerintahan Daerah  adalah

nemerintahan daerah kepada masyarakat

informasi

T ayanan Umum PDaeralh yang selamjutnya dismgkat BLUD
adalah SKPD/anit kerja pada SKPD di linglungan pemevintah daerah
yang dibentuk untuk mﬂmberﬂ{an pela-yanan kepada masyarakat
berupa penyediaan barang dan/atan jasa yang dijual tanpa
' r}]pngummgkgu mencari  keuntungan, dan dalam melakukan
kegl&t’}ﬂl’l]a didasarkan pada prinsip efisiensi dan produlftlvﬁ:as

e

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untul masa lebih dari 1 (satiy) tahun anggaran yang
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

-.. Bantuan Operasional Sekf)lah “yang selanjutnya dlsmgkat BOS .

’pefsonalia 'bagi satuan  p pendidikan dasar sebaga1 pe}aksanaan
program wajib belajar, sesuai dengan . peraturan perundang-

undangan.

_ Bagiaﬁ Kedua
R‘uang Lingkup
e e Pasal 2
Ruang ngKup i&euangan Daerah mehputl
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah

serta melakukan pinjaman; _ ‘ A
b. Kewegibag daerah untuk me“yelenggarakan urusan pemenntahem
daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
penerimaan daerah;

o

d. pengeluaran daerah
e kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain beruna
uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang‘
dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan
pada perusshaan daerah; : :
. I kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam

rangka penyelenggaraan tugas pemerl_ntahan daerah dan/atau

kepentingan umum;

.mélu?ak_ah dana - yang dlgu“lakan terutama unfuk blaya non- -



Pasal 3
pengelolzan keuangan daerah yang diatuy dalam Feraturan Saerah ini
meliputi:

ot

2T e .B.,.‘“;.Tﬁ.\ = R =W

- azas umurm pengelolaan keuangan daerah;

pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah:
struktur APBD;
penyusunan KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;

™

penyusunan RAPBD dan penetapan APBLY;
pelaksanaan dan penatausahaan APBD;
akuntansi keuangan daerah;

pertahggungj awaban pelaksanaan Pémermt"_han Daer

‘perubahan APBD;
pengelolaan piutang daerah;

hengelolaan investasi daerah;

~ pengelolaan bafang_ milik dae’;éh;’

pengelolaan dana cadangan;
pengelolaan utang daerah;
pengelolaan badan layanan umum daeralh;

_pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan;
_»'pengeﬁdé}iah intern;, pengawasan, pemeriksaan

keuangan daerah;
pényelesaianﬁkei‘ugian daerah.
.,Bagiaﬁ Ketiga
Azas Umum

- Pasal 4 -

b

pengelolaan

“iaan Kéuangan Daerah adalah keseluruban Kegiatan yang

ny S . perencanaan, - pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

angjawaban dan pengawasan keuvangan daerah.

=

“x . Daerah dikelola d:eng'an_tertib, taat pada 'pera’furém

or, «sundangan, * efisien, ekonomis, efelctif, transparan, dan

« ;+ hgjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,

= it untuk masyarakat.

ikeilangail'daerah dilaksanakan dalam suatu sistermn yang

+ yang diwujudkan dalam APBD  vang setiap  itahun

.ngan peraturan daerah.



Pasal &
dak dan kewajiba:n Dacrah diwujudkan dalam bentuk Rencana kerja
g)aﬂlj,g;»-;_-qtah Daerat. dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan. helanja
dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam Sistem Pengelolaan
¥euangan Dasrah. ‘
) Pasal 6 -

Penveler gonman tugas Pemerintah Daerah dalam randka Del’li{sanaan

esentraLsas; djdara; dqfﬂ APBD.

Pasai 7

Peraturan Daerah tento_ng APBD merupakan dasar bag1 Dom@ﬂntah _
deerah unfuk ‘melakiikan penerimaan dan pengeluaran daerah, E

o " Pasal8
- Semua transaksi keuangan' ‘daerah baik penerimaan daerah maupun

. BABII .
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
. " Bagian Kesatu '

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan »
. Keuangan Daerah

Pasal 9

{1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
dlplsahkan A -

i2) Pemeganc kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana
dimmaksud pada ayat (1} mempunyai kewenangan

a. n"enetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD
b menetapkam kebijakan tentang pengelolaan barang daerah:
e - 'enetapkan kuasa pengguna anggaran/ barang;



4. menetapkan  hendahara penerimann s /atau vendahara

pengeluaran;

e. menetapkan pejabst yang
penerimaan daerai;

menetapkan pejabat vang bertugas melakikan pengelolaan utang

by

dan piutang daeraly;
g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolasn b barang
"milik daerah;
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian. atas:
tagihan dan memerintahkan pemhavaraﬂ

, Kekuasaan pen@eloban keuangan daelan ssbabahncm v dimaksud
_pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

a Kepala Satuan Kerja Pengel_ola Keuwangan Daerah (SKP R SDIalru'V

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

~ b.. Kepala Satuan Kerja P_erangkate Daerah (SKPD) selaku pejabat

pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam pelaksanaaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Sekretarls Daerah bertmdaL selaku Koordinater Pengelolasn Keuangan

‘Daerah’

’Pehmpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). avat (3),
dan ayat (4 ditetapkan dengan kepumbar Bupali dengan berpedomean
kepada: peraturan perundang-undangan. © o

Bagian Kedua -
Koordinator Pengelolaan Keuvangan Daerah

Pasal 10

'Sekretans Daerah selaku koor dmato; Dpvgelolaaﬂ kevangan daerah

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berkaitan dengan peran

~ dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun Kkebijakan dan’

mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
termasuk pengelolaan keuangan daerah.



rdinater Pengelolaan Kevangan Daerah

ayat (lj diatag tugas koerdinssi di

A penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD:
b penyustnan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang
daerah; '
¢. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. ‘pen‘ usunan  Raperda,  APBD, perubahan = APBD, dan
o pertangbdngawaban pelaksanaan APBD; -
e. tugas-tugas ‘pejabat peréncana daerah, PPKD, dan pejabat
pengawas keuangan daerah; dan . :
. f. penyusunan laporan keuangan  daerah délam rangka |
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. '
Selain tugas-tugas koordinasi sebagaimana dlmaksud pada ayat {23
sekretans daerah juga mempunyai-tugas: : :
: memxmpm Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

L

. a.

b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

c 'menyldpkan pedoman pengelolaan barang daerah;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD: dan
el - melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan

daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
: )-Koordmator pengelolaan keuangan . daerah bertanggung]awab atas
. pelaksanaan tugasnya- sebagaimana dlmaksud pada afat (2 ) dan ayat
' (3 }kepadd Bupati. - o

_ Bagzan Ketiga
Pejabdt Pengeioia Keuanga_n Daerah (PPKD)

Pasal 11

“Pe: abat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai t“ugas sdaag& berikut..

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengplolaan keuangan ‘

daerah;
'b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

¢ melaksanakan pemungutan pendapatan daerah vyang telsh
ditetapkan dengan Peraturan Daerah; -

G rielaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah

. menyusun laporan keuangan daerah dalam”™  rangka
reTtanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dﬂlmpahk?m

¢ leh Bupati.




2 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam meiaksanakan fungsmyva

“.—"..*f',':r

selalu Bendahara Umum Daerah bherwonang

menyusun kebijakaii dan pedoman pelaicsana:

mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APED:

memberikan petunjuk teluus pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daeral;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/atau lembaga kéuangan lainnva yang telah ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur -dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD; : '
menyimpan uang daerah;

menetapkan SPD; ' o ' :
melaksanakan penempatan = uang daerah dan- mengelola/,'
menatausahakan investasi, s '

—

Ao Te

D

ga

e melakukan. pembayarar berdasarkan  permintaan pejabat .

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

1. menyiapkan .pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan. atas
nama pemerintah daerah; ' '

m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama permerintah daerah;

n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah:

0. melakukan penagihan piutang daerah;

p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

g. -menyajikan informasi keuangan daerah; , :
"t melaksatiakan kebijakan dan -pedoman pengelolaan ~ serta

_penghapusan barang milik daerah.

PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasiya kepada Bupa’ri"

melalui Sekretaris Daerah.

- Pasal 12

' Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah -

menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan
daerah selaku kuasa BUD. A A ' ‘ ‘
Penunjukan kuasa -BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat {11, mempunyai tugas:
menyiapkan anggaran kas;

menyiapkan SPD; :

menerbitkan SP2D; dan ‘

menyimpan seluruh bulkti ash kepemilikan kekayaan daerah.

oo



pras——

33

BUD selam melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud nada
melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
{2}, hurad f, hurod g hurul b, huraf §, huraf ke, huruf m

huruf i, dan huruf o,

Kuasa BUD bertanggurigjawab kepada PPKD.

Pelimpahan wewenang selain sebagai;nana dimaksud pada ayar {4}
dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan satuan kerja
pengelolaan keuangan daerah. n

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguxia Barang Daerah '
Pasal 13, '

j Kepala Satuan Kerja .Perarigkaf Daerah adalah pejabat pe'nggﬁna-
‘anggaran/ pengguna barang bagi satuan kerja perangkat- daerah yang
~dipimpinnya. . - ' -

Kepala . Satuan Kerja Peréhgkaf Daerah _sélaku_ bejabat pénggu'navA
anggaran/ pengguna barang satuan. keérja perangkat daerahb yang

* dipimpinnya mempunyai tugas dan wewenang:

a. menyusun RKA-SKPD:
b. menyusun DPA-SKPD/ DPPA-SKPD; ~

e melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban

anggaran belanja;

d. melaksanalkan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

-melakukan’ - pengujian ° atas tagihan ‘dan ‘memén'ntéhkan ‘
 pembayaran; . S o :
f .nélaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g e ‘gadakan ikatan/perjanjian kerjasama déngan pihak lain dalam
#' > anggaran.yang telah ditetapkan; A
©s elola utang dan plutang yang menjadi tanggungjawab SKPD
t+  «lpimpinnya; : '
lola. barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi
«  ngjawab SKPD yang dipimpinnya; _
‘Loun dan ményampaﬂ{an‘ laporan keuangan SKPD vang
. nnya; _
L » o "asi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- makan tugas-tugas Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
. erdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
x Mg jawah atas pelaksanaan tugasnyé kepada Bupati
kretaris Daerah. :



Dajam rangka pengadazn barang jjasa. Peogguna Anggaran berundak

cebagai Pejabat  Pembual Komitmer:  sesual peraturan perundang-

angan di bidan Pongadaan Barang/Jasa Pemerintah.
.1l = o /

e

. Pasal 1

e

>ejabat pengguna 'xgsarcux/t!px}go barang -dalam melaksanakan
‘tugas-tugasnya dapat melimpahkan chdgqan kewenangannya kepada
kepala unit kerja pada SKPD selaku icuasa pengguna anggaran/ kuasa
- pengguna barang. ) ,

Pehmpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimalksud pada gyat
(ry berdasarkan pernmbangan tingkatan daeréh besaran - SKPD,
besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja Tokasi, kompetensa

- rentang kendali, dan/atau pertmlbangan objektif lainnya.

Pehmpahan sebagian kewenarigan sebagaimana dimaksud pada ayat-

(1) ditetapkan olefx Bupati atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1}, meliputi: ’

L&l : melakukan tindakan yang mengakibatka‘n penge_luaran atas beban
- anggaran belérga R o E :

b. melaksanakan anbgaran unit kega yang dlplmpmnya

c. snelekukan  pengujian  atas taglhan dan memeantankan
’ pembayaran 7 . .

d. mengadalen ﬂ{atan / pegan31an kerjasama dengan pLhak lain dalam

~ batas anggar an yang telah ditetapkan;

e smenandatangani SPM- LS dan SPM TU;.

mengawasi pelaksanaan anggaran unit l\eljd yang dlpunpnmya

dan -

melaksanakan tugas-tugas Kuasa pengguna anggaran lainnya

rerdasarkan KudSa vang dlh_mnah_ka.l oleh pejabat pengguna

m

¢ nggaran..
vl 1 pengguna anbgardn/ kuasa pengguna barang sebagaimana
sud pada ayat {1} bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya

la pengguna anggaran /pengguna barang.



| Pejabat ~pengguna ahggarah/kuasa pengguna anggarar dalam

2 P it Do it ot 17 A e -
})e‘i"iba(. Pembuat Komitmen.

Bagiau Kelima -
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKFD
| Pasal.le |

melaksanakan program dan keg1ata¢1 dapat menuniuk pﬂabdt pada
unit kerja SKPD selaku PPTK.

)1 PPTK sebagaimana dJmaksud pada ayat (1) _mempuny_ai tugas >-

mefxcakup

2. menoendahkan pelaksanaan keglatan

b melaporkan perkembangm pelaksanaan keg1atan,

c. menylapkan dokumen anggaran atas beban pen h)a_rem

pelaksanaan kegiatan.

’Pasai 17

3 Denunjui(arl PPTK sebagalmana dimaksud dajam Pasal 16 ayat (1)

berdasa_rkan pertlmbangan kompeten51 jabatan anggars an Kegiatan,.

_beban kerja, lokasi, -dan/atau rentang kendali dan pertimbangan

objektif lainnya. ,
PPTK bertanggung jawab kepada pejabat pengguna angsarar‘/ kuasa -
pengguna anggaran. o

Ba,glan Keenam
Pe_]abat Penatausahaan Keuangan SKPD

Rasal i8

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran

yaang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD_menetapkan pejabat yang

me laksanakan fungsi tata usaha keusngan oad“ SKPD sebagai pejabat
priafausahaan keuangan SKPD. '




(2)

“wﬂmr’-.w

P

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sehagaimana dimaksud pada

ayai { 1) mempunya:r nugas:

a- melakukan verifikasi aras kefm naran dan kelengkapan SPP-UP,
SPP-GU,. SPP-TU dan SPP-LS  yang digjukan oleh bendahara
pengeluaran; )

b. menyimpan bukti-bukt: transaksi vang telah diverifikasi;
“¢. menylapkan SPM; dan -
melaksanakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan SKPD.

Pejabat penatausahaan keuangan SKPD ' tidak boleh merangkap
sebagal pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan

_negara/ daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

. Bagian Ketujuh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 19

Untuk 'melaksariakan tugas  perbendaharaan dalam  rangka
pelaksanaan APBD Bupatl menganGkat bendahara-bendahara sebagai

‘benkmt

. bendahara Dene1 imaan SKPD;
bendahara Penerimaan Pembantu SKPD;

" bendahara Pengeluiaran SKPD;” S Y
bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD; . ’
bendahara Penerimaan PPKD;

" bendahara Pengeluaran PPKD.

>‘Bendaha1a -bendahara sebageu_:.anﬂ dimaksud pada ayat (1) adalah

pejabat fungswnal

) Jabatan Bendahara tidak boleh chrapgkap oleh Kuasa pengguna

anggaran

Bendahara dilarang’ melakukan b<11k secara langsung maupun tidak-
'lcngsung, kegiatan perdagangan pekerjaan  pemborongan dan

penjualan jasa  atau  bertindak  sebagai  penjamin atas
kegiatan /pekerjaan/penjualan tersebut serta menyimpan uang. pada
sratu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.



)

(2)

Azas Umiim APBD
Pasal 20
APBD  disusun  sesuai dehgan -kebutuhan  penyelenggaraan
pemerintahan dan’kemampuan pendapatan daerah. - ' '

Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
kepada- RKPD' dalam rangka mewujudkan penzwanan kepada

masyarakax untuk tercapamya fujuan bernegara.

-APBD mempunyaj fungsa oforisasi, perencanaaﬁ pengawasaﬁ alolkasi,

distnbum dan stab1hsas1

APBD Perubahan APBD dan pertanggung}awabar Delaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 21

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik qalan. bentulx uang.

. barang dan/atau Jjasa dlanggarkal dalam ADBD o

Satuan uang dalam penyusunar, p_enetapan daf rtanggung;awabap ‘
APBD adalah mata uang rupizah. :

Pasal 22

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan
A}ip',_r'x«:iraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai- untulk

= “'on kelompok pendapatan: : ‘
lapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. .
ser ah pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

» arkan secara bruto dalam APBD.



Dalam pernvusunan APB: ;. penganggaran pengeluaran narus didukung

P e e el e Ve B R e T Trmn mmFicne Fasmaarly AT AT A ~
dengan adanya kepastia: tersedianya penerimazm dalam jumlah yang

N

cukup. .
Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD  harus didukung
dengan dasar hukum yang melandasinya. '

Jumlal belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas

tertinggi untuk Scnap jerugs belanja.

_ Pasal 24 )
Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 {satu} tahun mulai tanggal

Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua
Struktur APBD,
_ _ Pasal 25
(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdin dari:
~a. pendapatan daerah;
b. belanja dzerah; dan
, c. pembiayaan daerah.
L{2) ;‘Struk‘up APBD sebégaimana dimaksyd pada ayat'(l) dﬂdas:_ﬁkasmzm
menurut ﬁrusén pémen'nta_qan daerah . dan organisasi- yang
bertanggung jawab - melaksanakan urusan pemenntahan tersebut
‘sesual de“lgan peraturan pex undang— undangan. ' ' '
$(3) Klasifikasi APBD menurbt urusan pemermtahan dan organisasi -
sebagaimana dimaksud pada’ ayat (2] dapat disesuaikan dengan
kebutuhan berdasarkan kete ntuan yang ditetapkan dengan peraturan

perundanb—undangan

Pasal 26

+ ndapatan daerah sebabaL.zana dimmaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
"oata mehpuu semusz penérimaan uang melahi rekening kas umum
th, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam-

ahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. ‘



Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 avat (1) huruf h
meliputi semua pengeluaran darl rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekanas dana, merupakan kewajiban daerc
tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembamucmaya kemoah~
cleh daerah. )

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)

huruf ¢ meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit

(o)

atau untuk memanfaatkan surplus.

Bagian Ketiga
Péndapatan Daerah
Pasal 27

Dﬂzxdanatan Daerah sebagaimana dlmaxsua dalam Pasas 26 ayat {1}

bersumber dari:
a Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan; dan
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Paragraf 1
Pendapata.n Asli Daerah
Pasal 28

Pendapatan Ash Daerah bertuluan ‘memberikan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesua
dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pa_sal 29

1} Pendapatan Asli Daerah {PAD) séb-agajmana dimaksud dalam Pasal 27
huruf a bersumber dari:
a. pajak Daerah;
' b. retribusi Daerah; ’
¢. hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain PAD yang sah.




(7 Lain-lain PAD Yan sah sebhagaimana dimaksud prada dalam pasal 29

huruf d meliputy
a. hasil penjualar kekavaan deergh vang tidak dipisahkan secarn
tunai atau angsuran/cicilan;

b. jasa giro,

c. pendapatan buigal

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
penerimaan komisi. potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjua_an dan/atau pengadaan barang darw /atau ‘jasa oleh
‘daerahy;

f  penerimaan keuntungan. dari sehsﬂl nilai tukar rupldb terhadap
mata uang asing; _ . : .
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan peken aan;

h pendapatan denda pajak;

pendapatan denda retribusi;

j. pendapatan hasil eksekusi atas Jamman, :

k. pendapatan dari pengembalian; _ )

1. fasilitas sosial dan fasilitas umum;

. 'pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan:

n.” pendapatan dari Badari Layanan Umum Daerah (BLUD.

 Paragraf 2
Dana Perimbangan
| | . Pasal 30 |
B Dana reﬁmb:ﬂﬁg&tﬂ seba,gajmana djmaksud dalam pasal 27 huruf b, terdiri

atas:

‘a. Da viBagl Hasil;

b. Da  ‘'ciasi Umum (DAU); dan
¢ De v Uokasi Khusus (DAK).- '

Pasal 31
(1) t . . ' Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a
Lo # e ' - dart pajak dan sumber daya alam.
2. = tasil yang bprsumber dari pajak sebabalm ha dimaksud

p © 1 terdini atas :
‘1 dan Bangunan |( PBB) sampai dengan Tahun 2013; dan
» v+ cnasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang
" iam Negeri dan PPh pasal 21.




Nana Bagi Hasil vang bersumber dari sumber dava alam sebagaimana
:imaksud pada avat (1) berasal dar

Kehutanan; B

Pertambangan umum;

=3

e

" Perikanan; )
Pertambangan minyak bumi;
Pertambangan gas bumi;
Pertambhangan panas bumi.

T

o

h O

Pasal 32 ‘
Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam; pasal 30
huruf b adalah dana yang bersumber dari pendapatan APDN yang

_dlalokasﬂ{an untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi.

f}ana Alokasi Khusus (DAK) sebagajmana dimaksud dzﬂam Pasal 30
" huruf ¢ adalah dana yang bersumber dart’ pendapatan APBN dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Para.graf 3
Lain- lam Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 33

R Pendapatan Daerah yang Sah sebagalmana dimaksud dalam
» o} 27 huruf ¢ bertujuan memben peluang kepada daerah untuk
. peroleh pendapatan’ selain pendapatan sebagaimana dwmaksud
a:m . pasal 35 buruf a dan huruf b. ' :

ay Pendapatan Daerah yang Sah sebaoa}mana dimmaksud pada
w- . cerdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Pasal 34

bagajmana (hmaksud dalam Pasal 33 ayat (2) gﬂ“upakar
berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dan
n, masyarakat, dan badac usaha dalam negeri atau luar
, tidak mengikat ' - '
dicatat dalam anggaran dan laporan realisasinya hanyalah
o uang dalam hal basis kas ma&h ¢gm1akaJL



12 Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 avat (2) berasal dari

APBN . untuk keperinan mendesak yang diakibatkan oleh bencana

dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat dltanbguhmg oleli daerah

dengan menggunakan sumber APBD.

(1)

Bagian Keempat
Belanja Daerah
Pasal 36

Belanja daelah d1pero’un‘akan dalam rangka mendanai pelaksanaan

_urusan pemprmtmag yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri

- dari. urusan Wajlb utrusan pilihan dan urusan yang penanganannya -

dalam bagian atau bldang tertentu yang dapat dﬂaksanakan bersama’ '

antara pemerintah dan pemermta}* “daerah atau antar pememntah

daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada

-;v'at (l)ild?iprioﬁtaskéh untuk 1 .Ilel"mdungi dan menjngkatkan kualitas

yang diwujudkan’ dalam bemuk pemngkatan pelayanan dasar,
pendldlkan kesehatan, fasilitas sosial'dan fasﬂltas umim yancr layalz
serta mengembangkan sistem Jammqn 503131 - :

Pemngkaian kualitas kehidupan masyarakat sebaga;mana dlmaksud
p?da ayat - (2) diwijudkan melalui prestasi kegja dalam pencapalan
st andar pelayanan rhinimal sesual dengan peraturan perundang—

ih uengan

L iz ija daerah sebagaimana dimaksud ddlam Pasal 26 ayat (2)

TG asxﬁkasu(an menurut organisasi, fungsi, urusan, program dan

Jic @atan, serta jenis belanja.

Pasal 37
das " belanja menurut organisasi . sebagaimana dimaksud dalam
Jass wyat (4) disesuaikan dengan susunan orgamnisasi pemermtahan

‘,as]_



Paszl 38

ksl dalarm Pasal 36

pelayanan umuIn;

b. ketertiban dan keamanan;
¢. ekonomi;”
d. lingkungan hidup; .
e. perumahan dan fasilitas umuim;
f  kesehatary :
g. . pariwisata dan budaya

“h. agama;

i, pendidikan; serta

S perhndungan sosial.

: Pasal 33
Masﬁikas& belanja menurut urusan pemermt?h"n agaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat {4) terdiri atas:

o ET,P’

e '*::'r'“‘w%*= rE e T sv.‘o}

(1) Urusan wajib yang mehpun : -

pendidikan;
kesehatan;
lingkungan hidup;

' ;pekerjaan umum;
- penataan ruang;
_perencanaan pembemgunan
perumahan
: ikepemudaan dan olahraga
~penanaman modal;
" koperast dan usaha kecil dan meneng

kependudukan dan catatan sipil;

‘ketenagakerjaan;

.»tahanan pangan;
mberdayaan perempuan dan perlmdbnﬂar- anak:
*1arga ‘berencana dan keluarga SCJ&LLefa
.. .Jdbungan;. -
junikasi dan informatika;
- nahan; :
:5- 1an bangsa dan pohtﬂ\ dalam neoen
i, mi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuvangan -
s, n, perangkat daerah, kepegawaiaf, dan persandian;
+ rdayaan masyarakat dan desa;
' yaan;

4T3 dan
. ikaan.



oy Urusan oilthan yang meliputs

kela ;

'r‘-\x

e

p i’
c. kehuraunan, N
d. energi dan sumber daya mineral;.
e. pariwisata; -
£ industn;
g. -perdagangan; dan . i
h. ketransmigrasian. '

Pasal 40

Masﬁkaﬁ helanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Paqal 36 ayat {4 H) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang

, ‘menjadi - Lewenangem ‘daerah dengan memperhatikan' dokumen
' perencanaait s . .

. : | ‘ . Pasal 41 - ‘ 4

‘( : '5élanja berdasarkan jenis terdiri 'étas belanja pegawali, bélanja barang

q o jasa beblam'ja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial,
=~ anJa bagi. hasﬂ hantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

;“(,, ®l. ja sebagaume_ dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan

-

"+ lanjut menurut Kebutunan dan peraturan perundang und angan

xaerlaku.‘;‘- ' e

Pasal 42

pegawal merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji
angan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada
negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

undangan. »
egawai merupakan "komp‘ens-asi - dalam bentuk

Aan

j¢ ngan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan
| .ianya  yang  ditetapkan sesuai. dengan peraturan
§ i ngan dianggarkan dalam belanja pegawai.

ntasi den tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta-

© e v v—




"ts
2,

a8

(1) Pemerinitah dacrah dapat memberikan tambanan pengbasilan-kepada
pegawal negeri sipil berdasarkarf pertimbangan yvang obyektif d
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD -sesuai dengan Ketenfuan peraturan perundang-
undangan. ’ :

(2) Persetujuan DPRD sebagaimama dimaksud pada ayat (1) dilakukan

pada pembahasan KUA.

(3) Tambahan penghasﬂan sebagaimana dimaksud pada ayat (1.
diberikan dalam rangks peningkatan kesejahteraan pegawai
berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, keia_igkaan

- profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan chjektif lainnya.

(4) 'Tambahan penghasilan berdasarkan beban kexja sebageumana

dimaksud pada ayat (o) dibenkan kepada pegawai’ negen STle yang

-dlbebam pekerjaan untuk menyelesalkan ‘rugas tugas yang dmlau :
=lampaui beban kerja normal. ) ‘

(, .ambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana.
a waksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang

" alam rhelaksanakan tugasnya’ berada di (iapmh memiliki Gngkat
« oiitan tinggi dan daerah terpencil. '
{» 1 sahan pénghasilan berdasarkan Kkondisi ker]a sebagaimana
-trsud pada ayat 13).diberikan Kepada pegawai negeri sipil yang
©  ‘melaksanakan tugasrya berada pada linglkungan kerja yang

: Qresﬂco tinggi. _ S ! _

- an penghasx_an berdasarkan kelangkaan profe& sebagannana

d pada ayat (3) diberikan kepada’ pegawal ‘negéri sipil yang

Engemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.

_ penghasilan berdasarkan prestas; kerja . sebagaimana
ada ayat (3) diberikan kepada -pegawai negeri sipil yarig
restasi kega yang tinggi dan/atau inovast. -

- penghasilan berdasarkan pertimbangan obJekuf lammnyva
na dimaksud pada ayat (3} dalam rangka peningkatan
umum pegawai,. seperti pemberian uang makan.

erian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan pératuran Bupati.



Pasal 44

barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan

harang dan jasa yang nilat manfaatnya kurang dari 12 {dua belas)
puian dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan

daerah termasuk barang yang akandiserahkan atau dijual kepada
masyarakat atau pihak ketiga. o
(21 Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1
helanja barang pakai habis, bahan/material, jasa ks antor, premi
" asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/g edung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa. alat
. berat; sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
1 minuman, nazcalem dinas dan atributnya; pakaian keija, pakaian
¥ yhusus dan hari-hari tertentu,. pegalemap dinas, perjelanan dinas
pindah. tugas dan pemulangan - pegawai, pemehheuaan jasa -
‘ konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/;asa dan belanja *amnya.v
“yang sejenis, ‘serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk
diserzhkan atau dijual kepada msyarakat atau pihak ketiga. '

} berupa

Pasal 45 -

1’ ja modal- spuagajmana dJmaksua dalam Pasal 41 ayat (1)
alkkan = untuk pengeluaran yang  dilakukan dalam rangka
adagn aset tetap berwu3ud yang mempunyai nilai manfaat lebil.
i 12" (duabelas) bulan" untuk dlgunakan dalam kegmtcm
erintahan. . . : -
et tetap berwujud sebagalmana dimaksud pada.ayat 11} yang
,arkan ~dalam belanja modal sebesar harga'beli/bangurn aset
" ah seluruh - belanja yang  terkait dengan
. ~an/pembangunan aset sampai aset tersebut siap dignnakan.
‘menetapkan batas  minimal-  kapitalisasi (capitalization
I} sebagai dasar pembebanan belanja modal ©

Pasal 46
v-ai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk
. regram dan keg1atan pemerintahan daerah dianggarkan

« 2D “kenaan



Pasal 47

Kegiatan sebagaimana dimaksud daiam Pasa: 45 dapal muongikart

; ‘ dana anggaran:
2 untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
b, lebih dari 1 {satu) tahun anggaran delam bentuk kegiatan tahun
jamak sesuai peraturan perundang-undangan. '
Kegiatan tabun jamak sebagaimana (?Jrrialfsvd pada ayat {1} huruf b
' harus memenuhl kriteria sekin ang*kuranffnya
! a. Dekezjaﬂm xonstrukm aias pelal'sanﬂan kegiatan yang secara
_ teknis merupakan ‘suatu kesatuan untuk menghasilkan satu
" output yang memerluk'a_n waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua .
belas] bulan; atau ' '
b. Pekeljaan atas pelaks;maa_n kegiatan yanc mcquxut su’atmfa harus
: '_.tetap berlangsung pada pergantian  tahun. anggaran seperti '
penanaman bemh/blblt penghijaunan, pelayanan perintis
laut/udara, makanan dan obat di rtumsh sakit, layanan
Dembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

Penganggaran keglatan ‘tahun jamak sebagaimana dimaksud pada
avat (2) berdasarkan atas perse ujuan DPRD yang dltuangkam dalam
_ nota kesepakatan I bersama’antara Bupati dan DPRD: o o

4) 'I\nt.ykesepakatan bersama sebagaimana djmaksud pada ayat {3)
-d*t~ wdatangani ‘bersamaan - dengan penandétanganén' nota
k +» katan KUA “dan . PDAS paaa tahun pértama .rencana
o maan keg1atan tahunjamak ’ o

'), oy Psepakatan bersama sebagazmana dimaksud pada ayat (3j

“ kurangnya memuat:
. 1 kegiatan;
- - waktu pelaksénaaﬁ kegiatan ;
. ¥on anggaran; dan

. anggaran pér tahun. - _
aktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana
pada aYat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabdtan

St pmmere |



Pasal 48

Belanja bunga digunakan. untuk menganggarkan pembayaran  bunga

- utang yang dhifung atas kewajiban pokok utang (princoal outstanding,

perdasarkan perjanjian pinjaman jangka ‘pendek, jangka menengah, dan-

jangka panjang.

K

Paszal 49 . -
Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya
produksi kepada perusahaanjlembaga tertentu agar harga juaI‘

_ produhsmasa yvang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat
: banyak :
.'Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (l\
‘ adalah perusahaan/lembaga yang menghasﬂkan produk atau jasa

pelayanan umum masym akat. : :
Pemsahaan/lembaga penerlm'_a .b'elanja subsidi sebagéiziaﬁa '
_'d_maksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai
.dengan keLentuan pememksaan pengelolaan dan tanggung jawab
o keuangara negara " ’

'sub31d.1 sebagannana dimaksud pada ayat (1) Wayb menyampalkan

'-i"_"‘laporan Dert?llggung]a\x/aban penggunaan dana sabs1d1 kepaua -
Tk eoala daﬂrah '

o) F. VanJ'a subsidi »s‘ebagaimana. dimaksud pada ayat {1} disnggarkan

i dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima. subsidi
= a peraturan = daerah tentang ~ APBD- j/ang peraturan
sanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan Bupati.

) . Pasal 50 , .
¢ hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
entuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau
* 1 -daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat ~dan
" kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan

- Mya.




dengan mempertimbangkan

emberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau

g
jasa dapat diberikan kepada pemerintal: daervah tertentu sepanjang
d1tetapkan Q< lam peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Hibah kepada pemermtah bezfuman untuk menunjang penmgkatan

penyelenggaraan fungsi pe ntahan di daerah.

H1bah kepada ’perusahan  daerah - bertujuaﬁ untuk mehunj-an_g'

peningkatan pelayanan kepada masyarakat

H1bah kepada penie:intah daerah lainnya ue“‘runr“ u nmk menunjang

eningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan
 pening penyelengg p layar

dasar umum.

Hlbah kepada masyarakat dan o1gamsa51 kemas;uaahman bertujuan

-'untuk ‘meningkatkan- parms» pasi  penvelenggaraan pembangunan
’daerah “atau  secara  fungsional  terkait dengan  dukungan
) penyelenggeu aan pemermtahan daerah

Belanja hibah kepada Pemerlnt’ih sebaeamana uima}(sud pada ayat
(1) dilaporkan ‘pemerintah  daerah kepada . Gubernur dan Menten

Dalam Negeri dan Menteri. Keuancran setiap akh_r tahun anggaran..

- Pasal 52

P« .ja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara
t..  menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan
1 - ratan yang chtetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. -

ol vang diberikan secara tidak terus menerus atau tidalk mengikat

" '-n bahwa pemberian hibah tersebui ada batas akhirnya
v namng pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas

. tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan



Al sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

identitas penerima  hibah. tujuan

ang dihibahkan.

-Pasal 53

(H‘Belzmjfr bantuan sosial diguinakan untuk menganggarkan pemberian
panfuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang
dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai
! pohrlk ' '
£ (oﬂ Bantua” bOQlﬁl sebagaimana dnnaksud pada ayat (1} diberikan secaxéb :
© elektit, idak terus menerys /tidak mengikat serta memiliki kej elasa_n

| pery antukan pengglmaarmya dengan memperhmbangkan kema.mpLan _

 keu angan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupa’a '

3} Bantuan sosial yang diberikap secara tidak ferus menerLS/udak

mengikat diartiken bahwa pemberian pantuan tersebut tidak wajib

dan tidak haris diberikan sefiap tahun anggaran.

| 9 e kepada partai politik; " pantuan diberikan sesuai donban
ketentuan: - Peraturan oeIUndang-uﬂdc.nUaD dianggarkan dalam
bantuaii sosial.

Pasal 54
P]_ar}a bam h«Sﬂ dlg‘Jnakap untuk mppgaﬁgbarkan dana bag1 haSL vang
- sumbe* dari Pendapatan daerah kepadﬁ pemermtah desa sesual

engan ketentuan pemndamg undangan
1 g ”

: Pasal 55

) Bantuan Ke€Uangan digting alcan  untul menganggarkan bantuan
keuangan YaNg bergifar Umum atau khusus dari pemerintah daerah
kepada pemerintgh de sa,
peningkatan Kemampy, o0

d alalﬂ rangka pemerataan dan/atau
§ Bantuan keuangan yang bexsn“at umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) PeTHNMukan gg, Dengg U pannya diserahkan sepenuhnya
kepada peierintah deg, Penerima bantuan



3y Bantuan keuangan yang hersdat Ichusis sebagaimana dimaksud pada

1

ayat (1) peruntukan dan Lo wya diaralican/ditetapkan oleh

Al Aapralb ~orr | -
tadil qaerahn pemnes

(4)-Pe>mbeﬁ bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat mensy aratikan penyediaan dana peridamping dalam APBD

atau anggaran pendapatan dan belanja penerima bantuan.

Pasal 56

(1) Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk Kkegiatan y'ahg

sifatnya tidak biasa atan tidak diharapkan berulang seperti

penangguléngén bericana alam  dan benéana sdsial‘ yang tidak

dlperkjrakan sebelumnya, 1ennasuk penoemba_han atas kelpblhan

, penenmaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. .
(2) Kegiatan yang bersifat tidak b1asa sebagaxmana dimaksud pada ayat

- (1) yaitu untuk tanggap darurat. dalaln rangka pencegahan gangguan

terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya
] kéamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

(3) Pengembalian atas kelebihan - penerimaan daerah tahun-tahun

_sebelumnya yang telah dltutup spbagau:tapa dimaksud pada ayat (1)

harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

' Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah
T Pasal 57
emblayaan daerah sebageumana dimaksud dalam Pasal. 26 ayat (3} terdiri

jariy. r'wnmaan pemblavaan dan pengeluaran pem‘mavaap

Pasal 58

1) I -rimaan pembiayaan 'sebaga:imana dimaksud dalam Pasal 57
¢ -alain: R :
¢ sa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
PA); .
airan dana cadangan;
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
rimaan pmxaman daerah,
rimaan kembali pemberian pinjaman; dan
nmaan piutang daerah.




(v

nernhentukan dana cadangan;
penvertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
. pembayaran pokek utang; dan

pemberian pinjaman daerah. -

Pasal 59

(1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan
i ) : I !
dengan pencelual an pemblayaan :

2 Tumlah pembxa‘, aan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

Paragraf 1 »
Sisa Lebxh Perhltungan Anggaran
T ahun Anggaran Sebeluxnnya (SiLPA}

- Pasal 60

Sisa leblh perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)

sebagaxz vono dimaksud: dalam Pasal 58 ayat (n huruf a adalah selisih dari

nendapatap dan’ penermlaan pemb1ayaan dengan belanja dau pﬂz gehwraiw

pembic.y’

Paragraf 2
- ban_'a Cadangan

Pasal 61

= can dlapéi. membentuk dana cadangan guna mendanai
enyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya

i

1 satu tahun anggasran.

Lo cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
. 1,.=rafuran daerah.



0

peraturan daerah sebagaimana

nepetapalnl tujuan pembenmkan denn  cadangan, prograam dan

oo A

P alraem Aibsi D et Anma cod . 3
kegiatail vang axkan cibiayal dari dana cadangan, besaran dan ringian

tahunan dana cadangan. yang harus dianggaykan dan ditransfer ke
rekéning dana cadangar, sumber dana cadangai, dan tahun anggaran
pelaksanaén dana cadangan. '

Rancangan peraturan daerah tentang pembentulan dana cadangan

v T

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersamaan dengan

. pernbahasan rancangan peraturan deeral tentang APBD.

Penetapan rancéngan peraturan daerah tentang pernbentukan dana
cadangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati

" bersarnaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang

APBD. o | |
Dana cadangan -sebagaimana. dimaksud pada Dayat (1) dapat

“Ee’r’sumbe'r dari penﬁsihein’ atas peﬁen’maéﬂ daerah, kecuali dari dana

' V'_aldkaSiMkhu_Sl'_ls," pinjaman daerah dan - peperimaan lain’ yang

penggunaaniya dibatast untuk pengeluaran tertentu berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

- Dana cadangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) d;}teﬁlpatkan

pada rekening tersendiri. ,
Peneri hasil bupga/deviden rekening ‘dana - cadangan dan-
‘penempatan. dalam - portofolio dicantumkan sebagai penambah daha

.cadangan - berkenaan ‘dalam ‘daftar dana cddangan pada Jarppiran

ra‘hcanganv peraturan daerah tentang APBD.
Pembentukan dana - cadangan dianggarkan pada  pengeluaran

-erabiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaam.

A Pasal 62 _
“:ncairan dana cadangaq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
() buruf b ‘digunakan ‘untuk menganggarkan pencairan  dana
cwdangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum ‘daerah
. afn.tahun anggaran berkenaan.

ﬂah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan
+ .ah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah - tentang

. ubentukan dana cadangan berkenaan.



Fagal 63

atas danz cadengan yang d_icairkeu’x dari rekening danea

s -

penggunaat
cadangah ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam
S0y

Pasa]. Oz ayai

dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan

peru_ndzmg undangan.

1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna

Paragraf 3 -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkaﬁ |

Pasal 64 A
.,Habﬂ penjualan kekayaan dae;ah yang dipisahkan i éebabzdmana
'dmml(sud da‘am Pasal 58 ayat (1) huruf ¢ digunakan antara lain untuk

| mpngangcarkaj hasil penjualcm pemsahaan milik daerah/BUMD dan
' besﬂ chvestam penyertaan modal pemermtah daerah. ' '

Paragraf 4

Dasad 65

1Pencn_maan pmjaman daerah dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d digunakan
Y untuk menvanggarkan penerimaan * pinjaman daerah termasuk
penemaan atas penerbudn obligasi- daerah yang akan dzrea.lsaSJ.kan

pada tahun anggaran berkenaan.

- Paragraf 5
_ Pembenan ijaman Daerah dan
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- - " pasal 66 N
1) Pe_amnap pmjaman sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 58 ayat {2)

hurui d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan -

: kepaua'pemeﬁntah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. -
)) P " aan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud
d “asal 58 ayat (1) huruf e digunakan untuk menganggarkan
™ . jenerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada

e »ah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.



Penerimaan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruaf
f digundkan untuk menganggarkan penerimaain yang bersumber dari
pempasan plut&w pibak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang

P ot -~ dAaprgls o .A+ T~ vy st P o
da{ffa}" \ ari p‘:udai’(uau Qr _zn 1, u mennian, pomen ,uvajﬂ dgerah kun,

D..

13 lemmbaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan

piutang lainnya.

Paragraf 7
Investasi Pemerintah Daerah

Pasal 68

§ Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(2} huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah vang
- diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pasal 69

(1 mvestam Jajgi 'ﬁeﬁdek merupaken invesiasi yang .dap'at“ segel‘a
dlpe:r]ualbehkan/ dicairkar djmjukém.dalam rangka bzﬁanaj(é).':ngah kas
'dan heresﬂzo rendah serta dn:mhm selama kum g dari 12 (duabelas)
bulan. .

Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

N
sy

.mencakup» deposite berjangka waktu 3 (ﬁga)—bﬁlam sampai dengan 12
(c‘uabelas) bulan vang dapat dlperpanjﬁng secara otomatis, pembehan
Suvat Utang Negara (SUNj, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat
Perbendaharaan Negara (SPN). - ‘
i Inv-stasi jangka panj'ang digtinakan untuk menampung penganggaran
irt. 1tasi yang dimaksudkan untuk dimiliki febih dari 12 (duabelas)

‘bt - yang terdiri dari investasi permanen dan nen-permanern.



- ¥

o Investasi jangka panjang sebagaimana dima aksud pada ayat (3) antara

lain surat berharga yang dibeli pomerintah daerah dalam rangka
meﬁgpndahkml suatu baden usaha, misalnya pembelian surat
herharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu
- badan usaha, surat berharga vang dibeli pemerintah daerah untuk

tujuan menjaga hubungan baik dalar dan luar negeri, surat berharga
© kebutuhan kas jangka pendek.

untuk dimiliki secara - berkelanjutan tanpa ada niat untuk
'd1pe1jua1behkan atau tidak dimnk kembali, seperti kerjasama daerah
- ‘dengan pihak ketiga dalam ‘bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan
aset, daerah, penyertaan model daerah pada BUMD dan/ atau badan
usaha - lamnya dan mvestas1 permanen lainnya yang ~ dimiliki
pememntah daerah untul\ "menghasilkan .pe_ndap_atan atau
’memngkatkan pelayanan kepada masyarakat. S

] o) 1 Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
be tijuan untuk dimiliki -secara tidak berkelanjutan atau ada niat
L ' mpexjualbehkan atau (Ltaum kembali, seperti pembelian obligasi
5= surat utang Jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki

< -7

5 TR © dengan tanggal jatuh ternpo; dana‘yang dlSlSlh_kall pemerintah-
caer ~ dalam rangka pelayanan / pembe10ayaan masyarakat seperti

b ¢  modal kerja Dembentukar dana secara bergulir kepada
vk masyarakat, pemberian fasﬂuas pendanaan kepada usaha

) menengah

g i angKa panjang pemprmtah daerah dapat dianggarkan'
falah yang akan disertakan dalam tahun anggaran

felah - dltetapkan dalam ppraturan daerah tentang
odal dengan berpedoman pada Kketentuan pelatura_n
dangan ‘

odal dalam rangka pemenuhan kewapbap yang telah

ya, ‘fidak diterbitkan peraturan daerah tersendirn
h anggaran penyertaan modal tersebut  belum
penyertaan modal yang: telah ditetapkan pada

entang penyertaan modal.

yang tidak dimaksudkan unftuk dicairkan dalem memenuhi

(5) Investa51 permanen sebagalmana dimaksud pada ayat (3) beriujuan :

am peraturan daerah penyertaan meodal pada tahun- -



(9) Dalam hal

modal melebihi jumlang penyertaan modal ye

neraturan dasrah tentang penyeriaan mo-:%al, leaAH,Aﬁ pe:.uba;ie:i -

peraturan daerah tentang penyeriaan modal yang berkenazu.

Pasal 70

) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) huruf b, dlanggarhan dalam pengeluaran pembiayaan.
) D1vesta51 pemermtah daerah dianggatkan dalam penerimaan -
pembiayaan pada Jems basﬂ penjualan keka‘mm dasrah vang
dipisahkan. .
3) D1vesta81 pemenntah daerah vang dialihkan untuk . ditnvestasikan
kembali dlamggarkan dalam pengeluaran pernbxa\/aa_n arlﬂ Jenis
peny ertaan modal {investasi) pemerintah daerah ' ,
>) ‘Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daerah dianggarkan délam .
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hasil pengelolaan
k@kayaan daerah yang dipisahkan.

'Paragraf g
Pembayaran Peokok Utang

Pasal 71

‘ ’nmbayaran pokok utang sebagalmema dlmakshd dalaﬂ_ Paqn! 58 ayat (2
aruf ¢ dlgunakan untuk menganggarkan pembayaran Kkewajiban atas
okok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian, pinjaman Japeka_
.ndek; jangka menengah, dan jangka panjang.

BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
Bagian Pertama
‘ o . Kebijakan Umum APBD serta
o Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

R Pasal 72
' nényusun rancangan KUA dan, rancangan
v 1 pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Gubernur.

PPAS berdasarkan




Pasal 73

angan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana

Dalam menyusui rans
i 7

dimaksud dalam Pesal 72, Bupati dibaniu oleh TAPD varg dipimpin

oleh sekretaris dacrals
(2} Rancangan KUA  dan rancangan PPAS “yang telah disusun

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh sekretaris

daerah selaku ketua TAPD kepada Bupati, paling lambat pada minggu

pertama bulan Juni.

Pasal 74

(1) ‘:‘Rancangau KUA memuat kondisi ekonoml maK;o daerah, asumsi
"penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebljakan belanja
"daerah, kebljakan penﬂna’ydfm daerah, dan. Strategl pericapaiantiya.

(2;. :Strategi pencapalan sebagalman‘a dlmaksud pada ayat -(1) 1 memuat

s ﬁflangka_ -langkah kongkrit dalam mencapai target.

' Pasal 75

Ewrgan PPAS sebaganrand maksud dalasm Pasal 72 disusun uengan
Uty -em sebaga1 berikut;: . :
d " " °nentuxan skala prion tas pcmbanvunan aaérah
¥ aentukan pnontas procram “untuk masing-masing urusan vang
o ‘mkronkan dengan prmntaq dan program naslonai yang tercantum
« m Rencana Kerja Pemerintah setxap tahun; dan '
g vy yusun  plafon  anggaran sementara untuk masirig—rﬁasmg

- am/kegiatan. . .

v

Pasal 76 . S
1g841 KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam
73 ayat (2) disampaiken Bupati kepada DPRD paling lambat
wahan bulan Jum tahun anggaran bcrjajén untuk dibahas
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikuinyd.
yasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

ersama badan anggaran DPRD.



Rancangan  KUA  dan  rancangan
sebagairaana Cuﬂak>h pada aysi (2] s
KUA dan PPAS paling lambat alchir ular
berjalan.

vang telah  dibahas

alcati menjadi
Aanun anggaran

\
-

: Pasat 77

(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam

pasal 76 ayat-(3) masing-masmng dituangkan ke dalam nota

kesepékatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah

dengan pimpinan DPRD dalam walktu bersamaar. '

() Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang unfuk menandatangani nota

» 'kesepaka*an KUA dan PPAS.

(31 Dalam hal kepala daerah bernammgan Letap, penanuatanganan nota
kesepakatan KUA dan PPAS dﬂakukdn oleh penjaba* yvang. dlttmjuk
oleh pejabat yang berwenang. : '

Pasal 78
: ) ‘;'Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
77 ayat (1), TAPD. menylapkan rancangan surat edaran kepala daerah
“tentang pedoman pemrusunan RKA sebagai acuan kepalu SKPD
dalam menyusun RKA ‘ R '
2¥ ""ncangan ~ surat edarali kepald; fhefah tentahc pcdoman :
,penyusunan RKA seoagaJmand diznalfsud pada ayat (1 } me encakup:
prioritas pembancfunan daelah dan. program} ke«natar yang
terkait; '
.. alokasi . ‘plaf’on anggaran sementara untuk setiap
program/ kegiatan SKPD;
hatas waktu penyampaidn RIxA kepada PP D' -
iokumen sebagai Iammran surat edaran meliputi KUA, PPAS
nalisis standar belanja dan standar satuan harga.
f 't edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA
: aimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal

_ Agustus tahun anggaran berjalan.




Bagian Kedua
Fence.a Herja dan Anggaran

Paszi ¥

Berdasarkan pedome’m‘ penyusunan R¥A .sebagaima-na dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (1], kepala SKPD menyusun RKA-SKPD..
RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan
penganggaran berdasarkan prestas: kerja.

Pasal 80

menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan ‘maju yang berisi
perkiraan kebutuhar anggaran untuk . program dan keg;anan yang

-drencanakan dalam’ tahun anggaran benjutnya dari tahun anggaran

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

) F’asax 8}

1 peﬂyusunan RKA SkPJ aengan pendekatan penganggaran terpadu
R dilakukan denGan mengf_mecrraskan “seluruh proses perencanaan dan
penganggar an di }mvkunaan SK PD untuk menghasukan dokumen t encana

| kerjm dan anggaran.

. Pasal 82

{1y »- nyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan

[ 1gan memperhatikan keterkaltan antara pendanaan dengan

“raran dan hasil yang tharapkan ~dari kegiatan dan program

~ masuk efisiensi dalam pgn_capaian'kéluaran dan hasil tersebut.

{2} "-ryusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana

- ~ksud’ pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja,

' kator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan
«1, "ar pelayanan minimal.

3) rdar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat {2],
: skan dengan keputusan Bupati.

" penyusunan RKA-SKPD- d{ﬂgaﬂ pendekatan kerangka pengeluaran jaﬂgka.

‘.Yang direncanakan dan me"upakdn implikasi kebutuhan dana untuk -



Pasgal 83

pKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392

de

rencana pendapatan, belanja untuk MAaSIg-MAasing pi :
menurut fungst untuk tahun yang .direncanakan, dnmu sarnpai dbngau
rncian objek pendapatan, belanja, dan pembnayaam serta prakivaan maju
untuk tahun berikutnya.

Pacal 84 ,

(1) Pada SKPKD disusun RKA—SKPD dan RKA:— PPKD. ‘ A

(2) RKA-SKPD  sebagaimana djmaksud pada ayat (!} memuat.
program/kegiatan. ,

(3'): RKA- PPKD sebagaimana dLmaksud pada ayat "1') digu nakkan Lmtuk
mepganggarkan _ : : :
a. pendapatan yang berasal dan dana permbangap dan pundapatap

‘hibah; : : _ :

b, belanja bunga belanja SubSId_l belanja hlbah bel fanja bantuan ,
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja
tidak terduga; dan

¢. “-penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

. Bagian Ketiga
Penyiapan Raperda APBD
2 ' . Pasal 85.

%0 RKA yang telah disusun dlsampalkan kepada PPKD Lm‘a/k chbahas
®  lebih lanjut oleh TAPD.
' (2 APembahasan oleh TAPD sebagaunana dimaksud pada ayat (1)
. dilakukan untuk menelaah:
a. Yesesuaian RKA dengan KUA, PPAS, praknaan maju pada RKA
valiun.  berjalan yang dlSetUJLL tahun lalu, dan dokumen

. .encanaan lainnya;.- » o o

b \.wésuaian rencana’ anggaran dengan standar analisis belanja,-

.~ dar satuan -harga; - , h

¢ ' Ingkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian
" . a, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar
wrl Tonan minirnal;
'+~ nsiprakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan
risasi program dan kegiatan antar RKA-SKPD. _
i hasil pembahasan RKA-SKPD ?:é‘rdapat ketidaksesuaian
‘ma  dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD melakukan
PITnaan.

° o



“u
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acal &

PP D meényusun rancangan peraturan daerah entang APBD berikut

dokunen pendukung berdasarkan RKA yang iclah ditelaah oleh tm

anggaran pemerintah daerah.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

atas nota keuangan, dan rancangan APBD.

‘BAB V
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bagian Pertama

Pényampman dan Pembahasan .
Rancangan Peraturan Daérah tentang APBD

Pasal 87

(1) Bupati menyampmkan rancangan peraturan daerah tentang APBD

bﬁSGrtd lmpnam1ya kepada DPRD paling lambat pada minggu
pertama bulan OKtober ‘tahun anggaran sebelumnya dari tahu;n yang

dn'encanakan untuk mendapat can persetujuan bersama.

() Penvampalan rancangan peraturen daetah sebagaimana dlmaksud

)

paaa ayat {1) dlsertal dengan nota keuangan. -

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD . sebagalmana dlmaksud

et

: Pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
: rmgkasan APBD; ' ' '

nngkasan APBD ‘menurut ‘urusan pemennmhan daerah dan

r%xmsas1 SKPD

.. mincian APBD menurut urusan, organlsa51 pendapatan, belanja
- gan penbtayaan, ; : .

rekapitulasi belanja menurut urusan perperintahan  daerah,
olga_msﬂ$ SKPD, program dan kegiatan; ’

-Pkap1tu1asl belanja -daerah untuk kesclarasan dan kcterpadua_-
rusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
_~ngelolaan keuangan negara; : , ‘ '

mﬁai jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

. «tar piutang daerah;



daftar penyertaan madal (investasi) daerah-

daftar pe1kﬁaan penarsbahan dan pengurangan aset t=iap daerah;

daftar perkiraan penambalian dan PENQUIANGAn asel iain-1sin:

daftar keglatan kematau tahun anggaran Snbelumnv a vang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun an WEgATa ]

daftar dana cadangan daerah; dan = - .
m. daftar pinjaman daerah.

4}' Dalam hal Bupatz dan/atau D_mpman DPRD ‘berhalanﬁal tetap, maka

" pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

selaku  penjabat/pelaksana tugas kepala daerah dan/atau selaku

pmpman sementara DPRD  yang menandatangani persetujuan

bersama.

. Pasal 88

( 1}"Tata ‘cara' pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Lentang i\PBD

et by kan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada
b furan perundang-undangan _

o ' =hasan sebagamana dlmaksud pada ayat (1) menitikberatkan
e I, 4 =sesualan antara Kebljakan Umum APBD serta Prioritas dan

e Ta Anggaran Sementara dengan ‘program dan kegiatan yang
£ " n dalam Rancmlg&z Pera‘caran Daerah tentang APBD. R

Bagian Kedué '
- Persétujﬁai) Rancangan Peraturan Daerah

" atang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

_ Pasal 89
EO keputusgn'DPRD untuk menyetujui rancangan peraturan
gaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan
#i.batnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran
1, .
rsetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada avat (1),
mnkan Rancangan Peraturan Bupati tentang  Penjabaran



fasal 90

Rancangan Perauuii Daerah tentang APBD- yang telah disetujud

saan Peraturan uLtleu tentang Penjabaran APBD

nersama dan Ranica

wehagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), sebelum ditetapkan

oleh Bupati paling iam (uga\, hari disampaiken kepada Gubernur
untuk dievaluasi. - -

Hasil evalua’\:i sehagaimena dimaksud pa wWa ayat (1) disampaikan oleh
Gubernur kepada bul,au paling Iama 15 (lima belas) hari terlntung
sejak diterimanys Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan

Peraturan Bupat ang Demabaran APBD.

Apabﬂa Gubernur tmak memberikan hasﬂ evaluas1 pada waktu 15
(hma pelas). hari terhitung smak rancangan diteritha sebagaimana

aksud dalam ayat (2;, maka Bupati dapat menetapkan Rancangan
Peratyran Daeral tentang APBLD menjach Peraturan Daerah tentang

) APBD dan Rancangan Peraturan. Bupati tentang Penjabaran APBD

mep}?dl Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

A Apabﬂﬂ Gubemur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
':*Daerab tentang APBD dan Qancanéan Peraturan Bupafi tentang
" Perjabaran APBD sudah sesuai dengan kepe HUngan umum dan

per Luran perurrdang- undmgap yang lebih tmggl Bupa’u m«enetapkan .

rancangan dimaksud menjad: Peraturan Daerah .tentang APBD dan

'vPcrdturan Bupati Lemang Perjabaran APBD. sglambat lambatnya

S

*anbga] 31 Desembei tahun sebelumnya

Bupatl mf_inyampalkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan

Bup-t  tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur selambat—
la . vatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 91 -

Al v la Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan .
Lo 'h tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
‘aran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2)
sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang—
© zan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan
apurnaan paling lama 7 (tujuhj hari sejak diterimanya hasi

‘si.




() Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimalksvd pada ayat (1)

" dilaicukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD

(31 Hasil penyempturnaan sebagaimana dimaksud pada avat {2j ditetapkan

" oleh pimpinan DPRD.

(4) Képutusan pimpinan DPRD-sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
djjédj,kan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.

‘(5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat- (4)

dlsampeukan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) han kerja setelah

kcputu san tersebut ditetapkan. '

Pasal 92

| Apabﬂa hasﬂ evaluasi sebabalmana dimalesud dalam Pasal 91 ayat (1) -
£ tidak d1t1ndak1an)ut1 oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan-
§ roncangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan
uupatl tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerzh tentang APBD
®aan Peraturan Bupatl tentang penjabarall APBD, Gubernur membatalkan
Peramran Daerah ‘tentang APBD “dan  Peraturan Bupati = tentang
Penjq aran  APBD  dimaksud sekahgus menyatakan berlakunya Dagu
APBL ahun sebelumnya e :

_ Pasal 93
. 1 Bupati tentang penjabaran A\PBD dijadikan dasar penetapan.

PelaksanaénAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- Bagxan Ketiga
Keterlambatan Persetujuan Bersama Anggaran
‘Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 94

hal pénetapan APBD mengalami keterlambatan Bupati
nakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar
belas APBD tahun anggaran sebelumnya. i



{2

pengeluaran =etinggi-lingginya  untuk  keperluan  setiap  bulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja vang

bers 1f’1* mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain: ’

2. belanja gaji dan tunjangan;

b. belanja honorarium tenaga kontrak;

N keperluan rutin kantor seperti listrik, air dan telepon

Belanja yang bersifat wajib adalah belanJa untuk tezjamlrmyg
kelangsunga_ﬁ pemennhan pendanaan pelayanan dasar Lasyaraln(
antara. lain- pendidikan dan kesehatan dan/atau melakaakan

'Lewaﬁban kepada pLhak ket1ga

o " BABVI -

. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD

Bagmn Pertama
Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 95

Y

“ ”emua peherimaan -daeraﬁ dan pengéluaran daerah' dalam rangka .

Vlaksanaan urusan pemenntahan daerah dikelola dalam APBD.

whtap SKPD yang mempunyal Lugas memungut dan/ atau menerima

udapatan ‘daerah  wajib melaksanakan pemungutan dan/atau

- rimaan berdasarkan ketentuan yang dltetapkan dalam peraturan
ndang~undangan '

. .imaan’ SKPD dilarang dlgunakan langsu_ng Lnfuk membmy&
luaran kecuali ditentukan. lain oleh' peraturan peru:ndang—
1gan )

‘maan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening
v aum daerah pahng lama 1 (satu) hari kerja.’ ' )
" belanja yang dlanggarkan dalam APBD merupakan batas
- i untuk setiap pengeluaran belanja. :




Pengeluaran fidak dapat dibebankan pada anggeran belanja jika

R N S Y - iy11t 1 ot e atss ol ~nin
untull pengeluaran tersebut tidalk tersedia atau ndal cuiy

Aalam APRID). -

{raaecient ad

Pengeluaran sebagajmana dimalksud pada ayat [5) dapat dilakukan

3
i

jika dalam keadaan darurat, yang selanjuinya dinsulkan dalam

rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan delam laporan

realisasi anggz{ran. ' -

(8] Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat” (6)
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

{9 Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran
daerah untuk tujuan lain dan yang telah dltetapkaj dalam APBD.

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat; tidak

mewah efeltif, efisien dan sesuai . dengan Lctemban peraturan

perundang undangan _
1D Pengguna anggaran / kuasa engguna  anggaran, beﬂdéhafa

; penen'maan/penoreluau an dan orang atau badan yang menerima atau

'gtqgsahaan sesual d¢nga11 peraturan pemndang undangan.

abat yang menandaténgani dan/atau mengesahkan dekumen yang
Atan dengan surat’ ‘bukti yang ‘menjadi dasar pengeluaran atas
APBD bertanggung Jawab atas kebenaran material dan akibat .
‘i‘.tmbul dan penggmaan surat bukti, dlmaksud

Pasal 96

pelaksanaan APBD Kepala daerah menetapkar‘

at yang dxben Wewenang menandatangam SPDY;

at yang diberi wewenang menandata_ngam SPM;

at - vang . diberi Wewenang' mengesahkan surat
nggungjawaban (SPJ);

at yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

- hara penenmaan / pengeluaran dan

t lainnya yang ditetapkan dalam ranglka peial sanaan APBD.

| -  pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
mulainya tahun anggaran berkenaan.




Pasal 97
Bppda hara penerimaan "‘an/qiau bendahara penge\uar“v: dalam
Ldﬂjau,u. o_bh embanm bendahara penerimaan dan atau embantu
dapa .
~dahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan icepala
heil ¢ B & - 5 T b

SKPD.

' ;Bagian Kedua

Dokumen Péiaksanae{n Anggaran SKPD

( . Pasat 98 ' _

‘ ;‘1) PPKD palmo lambat 3 (u'ga)'hafi kerja setelah APBD‘ ditetapkan,
# ’ membeﬂtahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan
menyampakan ranca_wap DPA-SKPD.- ' '

] ‘2) Rancanoan DPA-SKPD sebagalmana dJmaksua pada ayat (l), meﬁnei ‘
vsasaran vang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan anggaran

_ yang chbedlakan untuk mencapal sasaran tersebut, dan rencana

' xperkn akan

£(3) ‘Kepala - SAPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD. vang Telah :
'ulsusupnya kepada PPKD pahncr lambat 6 (enam) hari kexja sefeldr

| . Pasal 99
) 1 SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD. -
1 4-SKPD  sebagaimana dimaksud pada -ayat (1) memuat

“am/kegiatan.

‘PPKD-\d.igunakan_ untuk menganggarkan: B
ehdépatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan
nibah; '
lanja bunga, belanja subsids, belanja' hibah, belanja bantuan
sial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja
ak terdugs;

terimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daera_n

Serandes ._._ﬂ



(1} Tim anggaran pemierintai eridikasl rancangan

VI ma e o am e o 3
L Vang persangriitan.

(2) Verifikasi atas rancangain - DPA-SKPD seoaamm 12 dimaksud pada
ayat (1), diselesaikan paling iambat 15 (]1u/» belas) hari kerja, sejak
ditetapkannya permuran Bupati tentang penjabaran APBD. .

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana diunaksud pada ay vat {1},
PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan
sekretaris daerah.

(4) ' D?A—SKPD yang telah disahkan Sfabagaimzul? dimaksud pada ayat {3}

“disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kenada satuan
_ kerja pengawasan daerah; dan BPK selambat- 1&mbamya 7 (tuJLlh) har
kerja sejak tanggal disahkan. :

i {5). DPA- SKPD sebagaimana d]lﬂ%l{Sud pada ayvat (3} dlgurvakan sebagai
| " dasar pelaksanaan anggaran oleh kepal SKPD selaku- pengguna
e angbaran/ barang. : ’

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan. Pezmapatan :
Pasal 101

ua penerimmaan daerah dilalrukan melaiul rehenmg kas umum

ara penerimaan wajib meﬁyetor seluruh penerimaannya ke
¢ kas umum daerah selambat-lambatnya daiam waktu 1 (satu)
o .

al ‘kondisi geografis sulit dJJangkau dengan komun1kas1 dan
tasi, . “bendahara penemmaan yang . bersangkutan dapat
an penyetoran melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud
t (2) dengan ditetapkan terlebih dahub: dalam peraturan

“n rekening untuk keperluan penerimaan pendapatan di
1t SKPD harus dengan izin PPKD.
erimaan harus didukung oleh bukti vang lengkap atas.
aksud. ' '



Pasal 102

(1] SKPD dilarang melalauian punguian selain dart vang ditetapkan dalam

perzuu ran daeran.

(2) SKPD yang mempunyai tugas ‘memungut dan/atau  menerima
dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib
mengintensifkan peraungutan penerimaan tersebut.

VPa'sal 103

(1 ) Penerimaan SKPD vang merupakan penerimaan daerah Ude_\ dapa’r
dipergunakan langsung untuk pengeluaran. ’

) Komisi, rabat, potongan atau penenmaan lain dengan nama dan dalam_
- bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, ba.k secara langsung -

' sebagai- akibat dari penjualan, tukar menukar, hlbah asuransi’
dan/ atau pengadaar barang dan jasa ‘termasuk’ penenmaan bunga,
;asa g1ro atau penemmaan lain sebagal akibat penyimpanan dana
anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang
daerah ataC kegiatal leunnya me'upakan pendapatan daerah.

3\ S-nua penerimaan daerah ‘Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
“ap-hila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan

Ceemtuk Barang -menjadi mlhk/aset ‘daerah yang d.caLat seodgal'
o taris daerah

Pasal 104

= ibalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembahan tunfiitan

.ugl dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada

) péneﬁ'maan _yang bersangkutan untuk pengembahan
“aan yang teI] adi dalam tahun yang sama.

engembalian kelebihan penerimaan yang fEIjédii pada tahun-

*belumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

v-Ng mempunyai tugas memungut dan/atau  menerima
t Kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib
wsifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.



(1] Bendahara penerimaan pada SKPD - wajib menyelenggarakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan  dan penyetorarn  atas
penerimaan yang menjadi tanggung jawabuya.

() Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan:
pertanggungjawaban  penerimaan  secara  administratif kepada .

Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan

paling lambat tanggal 10 ‘bulan berilutnya.

@)

Bagian Keem pat

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja
Pasal 106 <

(1) Qemap pengeluaran harus chdukun; oleh bukti yang lengkap dan sah
w ngenai hak yarig chperoleh oleh pihak yang menagih.

i2) b rgeluaran kas' yang ‘mengakibatkan beban APBD tidak dapat

+ L kukdn sebelum rancangan peraturecq daerah tentang APBD T

“+ Lapkan dan dltempatkan dalain lembaran daerah.

3 * weluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tei‘maSUk
l jja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 107

.m atas ‘beban APBD dapat dilakukan. berdasa_rkan SPD atau

lain yang dlpersamal_{an dengan SPD.

Pasal 108

Jengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan
- {4, wajib menyetorkah seluruh penerimaan potongan dan
lipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah
n yang ditetapkan Menteri Keua_ngan sebagai bank persepsi
+ dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

'pertanggkmg]awaban penerimaan . sécara fungsmnal kepada PPKD'

(40 PPKD  melakukan verifikasi, Aevaluasz dan analisis atas laporan
 pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat .

S——" |



Pagal 109

ngkungan SRPD harus dengan izin Bupati.

Pasal 110

\ Dermintaan pembayaran djlalml melaiui penerbitan SPP-LS, 0
UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
(2) PPTK mpnwapk?ﬂ dolcumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jas2
“untuk  disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka
. pengajuan permintaan pembayaran.
{3y T Pengajuan SPP-LS dilampirkan dengan kelengkapan persyaratan yang

#h chietaplxan sesuai dengan perafuran perundang updangan

- pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggalan sebesar
jumlah yang ditetapkarn:

(5} Pengajuan SPP-UP merupakan permintaan uang. muka bagi SKPD

yang ber s.anglmtan tanpa ada pembebanan pada kode rekening

tertentu

(«, Untuk pengganﬁan dan penambahan uang persedlaan bendahara_

- mengeluaran: mengajukan SPP- GU dan/atau SPP-TU.

. 1f) Satas Ju;nlah pengajuan SPP TU. sebagajmana dlmaksud pada ayat {6}

sarus  mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatlkan

. qcian kebutuhan dan waktu pengglmaan

"""" Pasal 111

aksanaan pengeluaran atas beban APBD dﬂakukan berdasarkan

“yang diterbitkan oléh pengguna anggaran / kuasa pengguna

garan. . -

mbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dil@kukan dengan
rbitan SP2D oleh kuasa BUD. ' ) :

sembukaan  rekening uniuk keperiuan pelaksanaan pengeluaran Ui

'(4)' Bendahala pengeluaran’ melalui nejabat penaLausahaan keuaﬁgan '




Diadarn rangla pelavssnaan semoayvaran sehagamana dimaksud oada

ayvat {1, kuasa BUL bHerkews crnar untuls

2. menelitl kelengicavan nerinish pembayaran vang diterbifkan oleh

pengguna anggarai:
b, mengujt kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perint:dhy nembayaran; i
¢. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d. memerintahkan pencairan  dana sebagai dasar pengeluaran
daerah; dan
e.” menolak . pencairan dana, apabila perintah . pembayaran yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran udak memenuhl persyaratan

E yang ditetapkan.

o

Pasal 112
Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa
diterima  kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-
ndangan.
ntuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna
mggaran / kuasa’ pengguna anggaran dapat dlb&mkan uang persedlaan .
Cang dlkelola oleh bendahara pengeluaran '

1'endahara penGeluaran melaksanakan pembayaran dari uang_'
. rsediaan yang dlkelolanya setelah: . _
menehu kelenokapan permtah pembayaran yang dlterbltkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
enguji kebenaran perhltungan tag1han yang tercantum dalam
erintah pembayaran; dan

erigujiketersediaan dana yang bersangkutan

ahara pengeluaran wajib menolak penntah bayar dari pengguna
aran/kuasa pengguna anggaran apablla persyaratan sebagalmana
i,§ud pada ayat (3) tidak dipenuhi. .
ara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas
yaran yang dilaksanakannya. '



2

FPass: 143

i Pengguna anggaran mengajulan perminlasn cong porsediaan onada

iussa BUD dengan mener bitkan SPM-UP

Pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaai yvang

telah digunakan kepada kKuasa BUD. dengan menerbitikan SPM-GU

Dalam hal uang persediaan tidak menculupi kebutuhan, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajultan tambahan
uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.

Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 14}

j Setelah tahun anggaran berakhir, kepala )kPD selaku pfnbg\um.

anogaran dJaranG snenerbitkan SPM yang membebani tdhun anbgalarl

berkenaan.

Pasal 115

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan

SPM - yang dlterbﬁkan oleh pengguna ‘anggaran / kuasa penggu_na

anggaran

) Pembayaran sebaganmana dn:naksud pada ayat {1 )’dilakdkaﬁdengén

1 enerbitan SP2D oleh kuasa BUD

ﬂam rangka pelaksanaan pembayaran sebagmmama dlmaksud pada
.t {1}, kuasa BUD berkewajiban untuk:
meneliti kelengkapan permtah pembayaran yang d1terb1tkan oleh
pengguna anggaran;
menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
srcantum dalam perintah pembayaran;
~enguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
wemerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran
erah; dan A -
‘polak pencairan dana, apabila perintah ‘pembayaran . yang
arbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan
"ig ditetapkan. - : )



Pasat 110

(13 Kuasa BUD menerbitkan SP2L alas SPM yang diteriina darl pengguna
anggaran/kuasa penggunie anggaran yang ditwjokan kepada bank
operasional mitra kerjanya.

(21 Penerbitan $PUD oleh Kuasa BULD sebagaimana dimaksud pada ayat

{1), paling lama 2 {dua) hari kerfa sejak SPM diterima.

(3) Kuasa BUD berhak menolak 1}6:1‘ﬁ1i1).t93n pembayaran yang diajukan
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:
a. pengeluaran tersebutl melampaui pagu; dan/atau
b. tidak didukung oleh  kelengkapan® dokumen = sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. '
(4) Dalam hal kuasa BUD ienolak permintaan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3); SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari

Kerja setelah diterima.

Pasal 117

=.a cdra penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih lanjut
' m-peraturan Bupati. , S o
o " BAB VII
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
‘ ' Bég’ian Pertama '
Kebijakan Akuntansi
 Pasal 118

ati menetapkan peraturan Bupati tentang ’kebijakan. akuntansi
erintah daerah dengan berpedoman pada. standar akuntansi

nkan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
éngakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban,
.+, .pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta léporan

8, 7an. -



peraturan upatl sebagaimana dimaksud pada ayat {(ij scdusang:

rurangnyd memual:

5 definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akur dajam
laporan keuangan;

j, prinsip-prinsip penyusunan dan peayajian pelaporan keuangan

(4) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana. dimaksud pada ayail
(3} huruf a juga miencakup kebijakan mengenai harga perolehan dan
kapi_‘(alisasi aset. ‘ 7

5) Kebijakan harga 'perolehanA Sébagajman_a dimaksud pada ayat (ﬂ;)
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas  yang
dibayarkan Vte_rdiri dari -belanja modali, ~ betanja “administrasi
pembéhah/ pémbangunan, belanja penghimari, pajak,Adan nilai wajar
imbalan Jainnya yang dibayarkan sebagai komponen harga perolehan

‘asettefép. - ' A N _ ‘

{6) Kebijakan: kapitaiisasi aset : éebag_aimana 0(11'111_31‘<i§11'<i pada ayat (4]
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan milai
wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset
tetéé." ..... o ce T . -

(7) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun
anggaran dimuat dalam catatan atas laporan keuangan tahun

" ~anggaran berkenaan.. - L

-»Pasal '1» 19

[r. * merintah ‘daerah éebagai- éntitas pelaporan menyusun laporan
“angan pemerintah daerah. S '

v+ .- dla SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan
PD yang disa;npajkari kepada PPKD untuk digabung menjadi
Coran ke'uangén pemeﬁntah»daerah. o ‘
- ala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan kéuangan
1)D yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam
san keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
oo (1). ‘ ’ T _
o da BLUD sebagail enﬁtés pelaporan menyusun laporan keuangan '
yang disampaikan kepada Bupati dan diaudit oleh pemeriksa
n sesueu dengan peraturan perundang-undangan.




Bagian Kedus
Sisztewmn Akusifanzi

Pasal 120

C Entitas pelaporan dan entitas akunlanst menyelenggarakan sistem
akuntansi pemerintahan daerah. ‘
Sisiem akuntansi pem&mlaham daerah sebagaimana dimaksud pada
ayal {1} ditetapkan dengan peraturan Bupali mengacu pada peraturan
daerah tentang pokok-pokok pengelelaan_ keuangan daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah seba‘gMana dirnaksud pada
ayal {1} meliputi = serangkaian prosedur mulai dari proses
pengumpulan  data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang dapat dilakukan -secara manual - atau. menggunakan
_anl.kagz komputer. - - ' / I
Proses sebagaimana dimaksud padé ayat (3) didoku.rﬁcntasikan dalam
-bentuk bulku jurnal dan buku besar, dan apabila dlpellukan d1tambah
dengan buku besar pembantu. -
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 'APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), entitas pelaporan menyusun laporan

keuangan yang melipufti:

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

C laporan arus kas; dan R - S » ' o

d.- catatan -atas laporan keuancran
Dalam rangka pertanggung]awaban pelaksanaan APBD sebagalmana A
dimaksud pada ayat (3), -entitas’ akuntanm menyusun 1aporan
keuangan yang meliputi: :
laporan realisasi anggaran;
neraca; dan
* catatan atas 1aporan keuangan

- Pasal 121 -
. dstermn akuntansi pemerintahan daerah meliputi:
sub sistem akuntansi satuan kerja; A
" sub sistem akuntansi pejabat pengelola keunangan daerah.-
-em akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
+ (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pen(rendahan intern
i dengan peraturan pemerintaly yang mengatur tentang
«zendalian internal dan _ peraturan pemerintah tentang standar
ttansi pemenntahan ‘



(1) Sub sistermn akuntanst satuen ke anaken oleh PPL-SRPD
; {Qj Sub sistem sleh ungst Akuntanss
SKPKL
Pasal 123
(1) Semua cransaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraar pemerintahan daeran dicatat pada buku jurnal

perdasarkan bukti transaksi yang sah.
(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
1qof101()_gis_ sesual dengan *erjadjnva transaK& dan/aum kejadian

keuangan.

. . Pasal 124 -
i, T 'raﬁs'aksi atau kejadian keuangan yang: “telah dlcatat dalam buku
. mal sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 123 ayat {1) se]an;utny@
cara periodik diposting ke dalam buku besar sesuai dengan rekening
. tkenaan.
., 2 iku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan
Longkas pada setiap akhir periode’ sesuai dengan kebutuhan.
';;‘ . ido akhir set1ap penode dlpmdahkan men]adl saldo awal penode :
kutnya : - S

Pasal 125 '
! besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai »
silang dan kelengkapan informasi rekemng tertentu. '
- besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bermsi
akun yang telah dicatat dalam buku besar. '

Bagian Ketiga
Akuntansi Satuan Kerja ~

si satuan kerja adalah Seperangkat sistem dan prosedur
sl yang dljala_nkan untuk - mencatat dan melaporkan
1—transak31 yang dﬂaksanakan oleh satuan kelja :



(2) Sistem dan mrosedur Hnisast salian kerja meliputs

H
!

a)  AKUntans) ANgEaTeo
1 Akuntansi Pendsy
¢]  Akuntansi Belarja,
d) Akuntansi Aset;
) Akuntansi selain: kas
(3) Ketentuan lebily lanjut mengenai prosedur akuntanisi sebagaimans

~

dimaisud pada ayat {2} diatur dengan Peraturan Bupat:.

Bagian Keempat
Akuntansi PPKD
Pasal 127
- (1) .Akuntansx PPKD adalah seperan«kat sistem dan . prosedur akuntansi
yang dijalankdn untul mehcatat dan melaporkan transalfm transaks
yang dilaksanakan oleh PPKD. '
Prosedur Akuntansi keuangan SKPKD mehpuu '

a) Akuntansi Anggaran:

b} Akuntansi Pendapatan;

¢) Akuntansi Belanja;

d) Akuntansi Pembiayaan;,

€} Akuntansi Aset; : o L

1) ‘Akuntansi Hutang; ' '

= Akuntansi Selain Kas. -

Prosedur Akuntansi pada ayat (2 ) lebih lanjut dlatur dalam Peraturan

Bupati.

Bagian Kelima
_Akuntansi Konsolidasi
Pasal 128

tansi konsolidasi meliputi proses konsohdas1 laporan keuangan
ang dihasilkan oleh akuntansi satuan kerja dan akuntansi PPKD
njadi laporan keuangan pemerintah Kabupaten. :

kuntansi konsolidasi dilakukan oleh fungsi akuntansi di SKPED. . .
& tentuan lebih lanjut mengenai prosedur alcuntansi  konsolidasi
8¢ dagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupah



BAB VIt
coposes 4 RES 1 iSASE SEMESsTER Fooiona

=

APRD DAN PERURAHAN APERL

Bagian Pertama .

Laporan Realisasi Semester Periama AFBD
Pasal 129

1 PG B e P e Pl 2
TEAELISAsST AU SLTL P

pemerintah  dacrail
APBD dan Prognosis untuk 6
bhagaimana dimaksud pada ayat {

DPRD ~Selé,mbz_1t—lambatnyzx pada akhir bulan Juli tahun anggarai

g bersangkutan, untuk dib

menyusuil 1aporan
{enam} bulan berikuinya.
1) disampaikan kepada

()

(9) Laporan s€

i

yan ahas bersama antara DPRD ‘dan Bupati.

Bagiah Kedua »
perubahan APBD
Pasal 130

ahan APBD dilakukan apabila terdapat:

Perub
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
APBD; :
b. keadaan = yang menyebabkan harus dilakukan  pergeseran

' anggaram; o T
_ c. SilPA yang belum dialokasikan,
. 4 keadaan darurat; dan

. keadaan luar biasa.

Pasal 131
antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
aksud dalam Pasal 130 buruf b serta
elanja dan antar rincian

Pergeseran anggaran
«enis belanja sebagaimana dim
antar obyek belanja dalam jenis b
dalam DPPA-SKPD. 7

obyek belanja dalam obyek belanja
tujuan PPKD.

belanja berkenaan

pergeseran
k byek belanja diformulasikan
ergeseran antar rincian

‘berkenaan dapat dilakukan atas perse

geseran antar obyek belanja dalam jenis

ilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.




Pergeserai anggaran s ohagairnana dimakst ud pada avad {2) aan ayat {3)

At 4l I et E s T R L N e T e N A e e R N e O
dilalcukan dengan <o mengubah persturan Kepale daerah tentang

penjabaian APBD o bagar dasar selaksanaan, untuk selanjuinya

dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah ientang perubahan

APBD.

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah perafuran daerah
tentang APBD. '

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan
dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud
pada ayat {1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan

Bupa’u tentang penjabaran perubahan APBD

(7) Ketentuan leblh lanjut mengenai tata cara pergeseran Sebagajmana
(Lma_k_sud pada ayat {2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Ce ) - o

Pasal 132
(1) Apabﬂa nilai raahsa‘ﬂ S1LPA tahun sebelumnya lebih besar dari pada
nilai “SiLPA yang telah dianggarkan pemerintah daerah dapat
menggimalxan keleblhan ter sebut pada belanja dan /atau pengeluaran
: ,pemb1ayaan e , ’ .
2) Penggunaan SiLPA sobagalmana dlmaksud pada ayat ('1) digL_L‘nakan.
dengan pnontas sebaga1 benkut : '

membayar bunga dan pokok utang dan /atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahdn APBD;

mehm.a51 seluruh kewa31ban bunga dan pokok utang; .
mendanai- kenaikan gajl dan - tunjangan - PNS akibat adanya
kebijakan pemerintah; '

mendanai kegiatan lanjutan (DPAL) yang telah ditetapkan dalam
DPA-SKPD tahun sebelumnya, untuk selanjutnya ditampung
dalam pératuran daerah tentang ;'Jerubahan APBD tahun anggaran
berikutnya ;

mendanai program dan Kegiatan baru dengan Kkriteria harus
diselesaikan sampai dencran batas akhir penyelesauan pembayaran
dalam tahun anogaran berjalan; dan B '




i mendanar kegatan-kegialan  yang capalan  targei KInenanys

ditingkatkan dart yang teleh ditetaplkan sem
i cail

~

tahun anggeran berjalan yang dapat ,
batas akhir penyele.salan pembayaran;  dalam  tainus: anggaran
‘berjalan. ‘
Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayai (2] hual @
huruf b, huruf ¢, huruf e dan huruf { dianggarkan dalam perubal:an
APBD. ' ’
Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf d
dituangkan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD_ dan dianggarkan
dalam perubahan APBD. '

] Pasal 133 :
{eadaan darurat sebagalmana djmaksud dalam Pae& 130 huruf d
sekurang kurangnya memenuhi kriteria sebagal berlkuL »
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak»dapat" diprediksikan sebelumnya;
b. tidak djharapkan terjadi secara berulang;
beradadiluér kendéli dan peﬁgaruh pemerintah daerah; dan’ _
N d. u;emlhlﬁdampak yang 51gmﬁkan térhadép' énggaran datam rallgka -
' pemuhhan yang disebabkan oleh keadaan darurat. -

Dalam keadaan darurat pemenntah daerah dapat mdanmkanl
' pengeluarjan_ yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutn_ya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. ‘

.Pendanaan keadéan darurat - yang belum tersedia anggarannya
sebagalmana dnnaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja
- tidak terduga. _ -

{4) Dalam hal belanja udak terduca tldak mencukupi dapat dilakukan

. dengan cara:

a. mengounakan dana dari hasil ppr‘jaﬂivala'n ulang capaian target
kinerja  program dan keg;atan lainnya "dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

-b. memanfaatkan uang kés yang tersedia.



commana gimaksud pada ayal (2 termasuk helanda

i

B P LY . YAET, R =S Vo : - Foadoen v
nandesl yang  kntenanya ditetapkan aialt

v ovaner (14T
WE S

Krileria helanja’ untuk keperiuan mendesak sehagaimana dimalksud

pada 2yat {5) mencakup: ’

a. . program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakalt yang
anggarannya helum tersedia dalam tahun anggaran ber jalarn; dan

b, keperluan mendesak  lainnya. yang apabila ditunda akan

menjmbulkankemgizm yang lebih besar bagi pemerintah daerah

dan masyarakat.

lainnya dalam’ tahun anggaran'bexjalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) hurufa diform{llasikan terlebih dahulu dalam DPPA—_SKPD‘. :

2} Reﬁdqnaari keadaan: c‘_larurat untuk kegilat_a‘n 'seb;agajmaﬁa dimaksud
“pada “ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Kecuali untulk kebutuhan tanggap darurat bencana.

elanja kebujiuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud

pada ayat (8) dilakukan dengarn pembebanan langsung pada belanja

pada ayat (8) digunakan Hanya untuk pencarian dan fo_:n_\)e'lalnéman
korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi k(_)rbah bencana,

kebutuhan aif bersih dan sar_zitasi, pangan, sandang, pelayanan

resehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

. Jata cara pelaksanaan, vpﬁnatausahaan, ‘dan pertanggungjawaban

ne’lanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud
_ada ayat (10} dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
Setelah pernyataan tanggap darurat bencana dleh kepala daerah,
kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap
- darurat bencana kepada PPKD selaku BUD; ‘

PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencanad
kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi
penganggulangan bencana paling lambat 1 (satw) hari kerja
. terhitung sejak ditefimanya RKB; ’ :

(’7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan

Belanja kebumhah tanggap darurat 't-)encan'a'sebag_a'jniéha’ dlmaksud ’

e s SR > i"



¢ pencaran derg ancgap darural bencana dijakukan  deisgan
i hardsioe 10 ddan

diserahkan kepada Lonanheoa pengeloasos
SKPD yang metkson kg fungs] penanggulangan bencana;

a. . pmogunaan dana tanggap darurat bencana hoeutal pade BSuku
Kas Umum tersendini oleh Bendahara Pengeluaran padia SKPD
vang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

e. Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangasn
bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap
penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan

f  pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat
hencana disamnpaikan oleh Kepala SKPD yang mel aksa;naxavv
lenGSI penanggulangan  Dbencana kepada PPK dengan

melampirkan bukti-bukti pengeluiaran yang sah dan lengkap atau
surat pernyataan tanggungjawab. belanja.

(12) Dalam hal keadaan darurat terjadi.setelah d1tetapkannya perubahan
" . APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeh,laran yang belum

~ tersedia anggarannya, dan pengeluarah tersebut disampaikan dalam
‘laporan realisasi anggaran. ' '

sar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud
ada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk
JadlKan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD - setelah
mperoleh persetujuan sekretaris daerah

:aksanaan pengeluaran untuk mendanal keglatan dalam keadaan‘
urat sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5 ) “terlebih
ulu ditetapkan dengan peraturan Bupati. o

Pasal 134
Bai"aan Iuar blasa sebabalmana dimaksud dalam Pasal 130 huzuf e
- 'pakan 'keadaan yang menyebabkan esmmas; penemmaan
wtau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan ~atau
- runan lebih besar dari 50% (lima puiuh persern.
« 1tase 50% (lima puluh persen) sebag-z_ﬂ'mana dimaksud pada ayat

erupakan selisith (gap) kenaikan atau penurunan antara

vatan dan belanja dalam APBD.




oradan [uor e vang menyebablan  estimas:

HeNErng Cihoon APBD meanstosns o aingkatan lebih dac 50% (luna
pulub perso) sebhagaimana dira-ksud nada ayat (1), dapat dilakukan
penambahan - ,gi(ncm baru dan/atau penjadwalan ulang/ pe [Lulgnata
capaian tars-t kinerja program dan | «matcm dalam tahun angoarm

berjalan.

(4) Pepambahan kegiatan baru sebagoimana dimaksud pada ayat (1)

diformulasilean terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

(5) Penjad\’v&ldll ulang/ penin gkaLan capaian target kinerja program dan
kegmtan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih
dahulu dalam DPPA-SKPD.

- (6) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dari
ayat (3) digunakan sebagal dasar penyusunan rancangan peraturan
daerah tentang perubahan kedua APBD. ! :

. Dalam . hal kejadiani  luar blasa yang menyebabkan estimasi
* penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima -
' puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat
e dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target Kinerja
prog:ram dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan. :
Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD.

DPPA- SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Sebagal_
( asar -penyusunan rancangan peratulan daerah tentang perubahan
" =dua APBD. :

_  Pasal 135 B
ahan APBD hanya dapat dilakukan I (satu) kali dalam 1 An(satu)
- anggaran kecuali dalam keadaan luar b1asa :

Pasal 136

merintah daerah mengajukan rahcangan peraturan daerah tentang
‘nbahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk
.dapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun angoaran yang
angkutan berakiir. ) .
chujuan DDRD terhadap rancangan  peraturan  daerah
igaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) '
n sebelum berakhirnya tahun anggaran. ‘ '



A

Pasal 137

{1} Proses evaluasi dan penetapan rancangan peratu_ran daerah tentang

perubahan APBD dan rancangan  peratuca;  Bupat  tentang
pen]abara.l perubahan APBD menjadi peraturan d»elal* dan peraturan
Bupati.

(2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tidak
' tmdaklanjutl oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan
peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan -APBD, peraturan
daerah dan peraturan Bupati dimaksud dibatalkan dan sekaligus
menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk §
pendanaan keadaan darurat. T !

{3) Pembatalan peraturan daerah tentang oerubahan APBD {abupatenv
'~ -dan peraturan Bupati tentang - penjabaran peribahan - APBD -
_ sebaga;mana dlmaksud padag ayat (2 dllakukar oleh Gubemur '

Pembatalan peraturan daerah tentang perubaha.n APBD

perubahan APBD sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dﬂalaﬂ_can oleh '
Bupati. .

Pasal 138

~Pahng lama 7 (tuJuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan'
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) dan ayat {4), Bupati
wajib . :memberhentikan. . pelaksanaan peraturan' = daerah -tentang
peritbahan APBD ‘dan selanjutnya Bupati bersama DPRD mencabut
peraturan: daerah dJmaksud _ :
Pencabutan peraturan daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1) o
dilakukan dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan-
daerah tentang pembahan APBD.

Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/ atau
keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2)
ditetapkan dengan peraturan Bupati.

‘Realisasi - pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau
keadaan luar b1asa sebabalmana dimaksud pada ayat (3} chcantumkan‘
dalam rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
,pelaksanaanAPBD e - L NN




BAB 1X
pprTANGRU NGIAWARBAN PRLAKSANAAN SEMERINTAHAN ARRAT
Ragian Pertama
! ~ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD} Kepada
Pemerintah

Pasal 132

f
\

Pm;w hr»crhm LPPD mencakup p@nyelenggaraant
A, urusan desentralisasi, )
b. tugas pembantuan;’
c.. tugas umum pemerintahan.

i o o Pasal 140

Penyelenggal aan urusan , desentralisasi sebégajniané dimaksud daland

L e

Pasal 139 hurufa, mehput1 . ' RN

. a urusan wajib; - B

. b urusan plhhal”

M ten LPPD u_rusan desentrahsa51 meliputi:

a ringkasan "RKPD,  kerangka ekonomi  daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.

b.

‘ penyelenggaraan urusan waJ1b yang mencalkup:
N Prioritas urusan wajib;

2 Program dan kegiatan;
3. -ngkat pencapalan standar pelayanan n:unlmal .
4. Satuan kerJa perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan .
o wajib; :
S. Jumlah pegawal kua11ﬁkas1 pendld:{laan pangkat dan golongan,
Jumlah pejabat struktural dan fungsional;

‘ . 6. - Alokasi dan realisasi anggaran; -
- 3 7. Sarana dan prasarana yang digunakan; .

] 8. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
9. Permasalahan dan solusi; dan
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
penyelenggaraal urusan pilihan yang mencakup:
1.  Prioritas urusan pilihan;
Program dan kegiatan;.
Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pilihan; . ’

w N



4 Jumlah pegawai, kualifikasi pendiciican, pangkal dan goiongan.
jumlah pejabat struktural dan fungsonal;

5. Alokasi dan realisasi anggaran;

Sarana dan prasarana yang diguiiaxary;

“

o ~C <

Proses perencanaan dan pelaksanaan Dembapg nan;
Permasalahan dan solusi; dan
9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

Pasal 141
1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagalmana d_maksud dalam
Pasal 139 hurutb meliputi: - :

A tligas pembantuém yang diterima dari Pemerintal; -

‘huruf a mehput1
| o desarhukum; g
. b. instansi pemerintah pemben tugas pembantuan
program dan keg1atan serta reahsasmya
. sumber dan jumlah anggaran yang dlgunakan;
satuan. ketja perangkat daerah yang menyelenggalakan tugas
. pembantuan; : o
Jumlah pegawai, kuahﬁkam pendldlkan panckat dan golongan ’
sarana dan prasarana yang dlounakan, dan '
. permasalahan dan solusi: - '
fateri LPPD tugas pembantuan sebagalmana dlmalfsud dalam ayat (1)
urufbdanhurufcmehpuﬁ" S e
_ dasar hukum I o
urusan pemermtahan yang menjadl kewenangan Kabupaten yang
dltugas—pembantuankan ke kabupaten/ kota dan/atau ke desa; .
dan

sumber dan Jumlah anggaran yang dlgunakan




BESR AR ISR NE S SR RS EAURT

kerjasamae antar dae ral;

‘ _ 0. Kkerjasama daerah dengan pihak ketiga;
.. koordinasi dengan instansi ver tikkal di daeran

‘ ¢ pembinasn batas wilayah;

|

5. pencegahar dan penanggulangan bencana;

£ pengelolaan kawasan khusus yang menj fadi kewenangan daerat

penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban umurm; dan

i tugas-tugas
daerah. _
Materi LPPD tugas umum pemeﬂntahah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sekurang-kurangnya. mehputl -
' a. program dan kegiatan;
satuan kexja perangkat daerah yang menyelenggarakan fugas :
umum penierintahan;
Jjumlah pegawai, kualifikasi pendldlkan pangkaf dan goloengan;
d. sumber dan jumlah  anggaran yang digunakan untuk
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
sarana dan prasarana yang digunakan; dan
permasalahan dan solusi. -

umum pemerintahan lainnya yang dilaksanalkan oleh

b.

o

e Pasal” 143 .
menvampalkan LPPD, Bupati dapat menyampmkan
a. laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan. Pemermtah
. laporan teknis, apabila diininta oleh Menteri Dalam Negeri/ kepala
lembaga pemerintah non departemen

P Pasal 144
yusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntablhtas

D disampaikan oleh -Bupati kepada Presiden -melalui Menten
am -Negeri pahng Jambat 3 (tiga) bulan setelah tahun angbaran
akhir.

PD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada PemermLah P

nbat 30 (tiga puluh) hari sefelah pembentahuan DPRD'

aling

75



]
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k- Fasal -"/E--\'
{1; Apabila Bupsti berhenin scbhelun: akha  tahun anggaran, LPPD
L disampaslan oleh pejehar personr! arau pelaksans fugas D AR
S L + i S
‘ (2} Materi LFPD yang disampaiksn cleh pejabat peng)gdnﬂ atau pelaksana

tugas Bupali. sebagaimana limalsud pada ayat (1) berdasarkan
laporan dalam memori ser b tenima jabatan Bupati vang diganti
ditambah dengan sisa waktu bamp& dengan akhlr tahun anggaran

yang be rsauglcutan.

= 3 ] Pasal 146

Bupati melakukan'évaiuasi terhadap LPPD'kabupaten‘ /koﬁé..

Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ({1}
disampaikan kepada Gubernur paling lambat ‘1 (,Sé-ltu) bulan se'telah
Bupati menerima LPPD- '

Hasil evaluas1 LPPD dgadﬂ(an dasar untuk melakukan pembmaan

dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 147

emerihtah-' daerah dapat membangun sistem ihformasi LPPD yang
nerupakan sub sistem dan sistem mformas1 LPPD yang dibangun oleh



Bagian Kedua

crangan Fertangyovgjawabas (LHPJ) Bupati

-

Pasal 45

Quaug lingleup LKPJ mencakup pulye lenggaraan:
a. urusan desentralisasi,
b.” 1ugas pembaniuan; dan

¢. ingas umum pemerntahan.
{2y LKPJ terdiri atas:

a. LKPJ Akhir Tahun Anggafan ch’l

b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

~ Pasal 149

. LKPJ disusun budﬂSarkan RKPD yang mempékan p’enjdbaran tahimarv
Rencana Pembanpunan Jangka Menengah Daerah’ dengan berpedoman

ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. ¢

Pasal 150

N~

LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat
3 (tlga) bulan setelah tahun anggaran beralhir. _

LKPJ -Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling . lambat .’
30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir
‘masa jabatan Bupati yang bersangkutan sesuai- dengan ketentuan '
eraturan perundang- undangan

alam hal penyampaian. LKPJ Akhlr Masa Jabatan Waktunya
ersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu)
an, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran dJsampalkan
ama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan. L o

| Pasal 151 o
ekurangkurangnya menjelaskan:

ah kebijakan umum pemermtahan daerah; _
pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan
an belanja daerah; -
enyelenggaraan urusan desentralisasi; o
‘nyelenggaraan tugas pembar\tuan dan
nyelenggaraan tugas umum pemerintahan.



(1) Arah kebijakun umurm pemaerinial
dalam Pasal 151 hwurul a rmuemian vis

prioritas daerah.

(2) Pengelolaan keuangan da eral sebagain
huruf b meruat: -

a. pengelﬂlaap _ pendapatan  daerahi  meliputi  intensifi kasi dan

ekstensifikasi, 1é1‘gef dan  realisasi pendapatan asli  daerah,
permasalahan dan solusi; dan '
b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran,
target dan realisasi anggaran pr‘ndapatan dan belanja daerah,
. permasalahan dan solusi:.

VPasai }u

<

Penyelenggaraan urusarn desentra]15931 sebagamvapa dimaksud dalam .
Pasal 151 huruf c, memuat penyebngbaraa.l urusan wajib dan urusan
Penyelenggaraan wrusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} meliput:

a. plogram dan kegiatan. serta realisasi pelaksanaan program dan

° .

" kegiatah; dan A
permasalahan dan Solu51

Pasa.l 154

.‘nyelenggaraan tugas pembantuan sebageumana dmaksud pada
Yasal 151 huruf d meliputi tugas pembanman sebagaimana dimaksud
'da Pasal 4. ayat (1)

' : asar hukum
j stansi pemberi tugas pembantuan;

rmasalahan dan solusi. - o -



fugss pembaniuan yang diberikan sebagaimana dimaksud paus ayal

Comeliputts

dasar hukum,;
ciusart peae rintabian yang ditugas peril

sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

5] cituankan; da

o
[0

Pasal 155
_?ﬂny%ienggafaan tugas umum pemerintahan sebagalmaiis dimaksud |
dalam Pasal 151 hurufe mehpﬁti tugas umum pemerintahan.
Penyelenggaraan tugas umum pemeﬁntalmr’ sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskar: ' '

A kebljakan dan ketnatan serta reaLsas1 pelckqana&q kem atan; dan

b. permasalahan dan soluSL

} ‘Pasal 156
| LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD.

LKPJ sebagajmanél dimaksud padé ayat (1) dibahas oleh DPRD secara
ternél sesuai dengén tata tertib DPRD.

erdasarkan hasil pembahasan sebagaimana djmaksud pada ayat (2)
PRD menetapkan Keputusan DPRD _ o _ -
eputusan DPRD' sebagaunana dlmaksud pada ayat (34) disampaikan
'1g lambat 30 (Uga puluh) hari setelah LKPJ diterima. :

K pumSan DPRD' sebagaxmana'dlmaksud pada‘-ayat,(S)
wda Bupati dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai
komendasi = kepada Bupatl untuk perbajkan penyelenggaraan
nerintahian daerah ke. depan :

abila LKPJ sebaga;mana dmlaksud pada. ayat (1) tidak ditanggapi
am jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterimma, maka dianggap

1 k ada rekomendasi untuk penyempurnaar.

Pasal ]:57

hlr Masa Jabétan Bupati merupakan ringkasan’laporan tahun-
~belumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum

e P



Casal 158

nyeleriggairaan pemerintanan da yauig belum dilaporkas:

DU R .
Sisa Wariy

dalam LicPd sleh Bupali yang berakhir masa je%b::a,i aanya, dilaporkan oleh

Bupati terpiih atau penjabat Bupatl atau selaksana  tugas Bupal

berdasarkan laporan dalam memori serah erima jabatan.

Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya
5 beraldm', L¥PJ disampailan oleh- pejabat pengganti atau pelaksana tugas

upati.

: Bagian Ketiga
Informasi LPPD _
Pasal 160 e,

nformasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan
penyampaian LPPD kepada Pemerintah.

Muatan informasi LPPD merupakan rmgkasan LPPD.

% asyarakat dapat memberikan tanggapan atas mforma31 LPPD sebagal
ahan masukan perbeukan penyelenggaraan pemerintahan. .

etentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi dan
ggapan atau saran darl - n;asy__a:akat atas -LPPD sebagaimana
aksud pada ayaf_{l) diatur-dengan Peraturan Bupaﬁ. o »

Bagian Keempat
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pasal 161 -

ala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun iapor.all keuangan

ran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
an. realisasi.- anggaran, neraca, dan catatan atas laporan
ngan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPkD selambat-
amya 2 {dua) bulan setelah: tahun anggaran berakhir.




i
I
I

selaku pengguna anggaran/ penggunag  barso

sraysoean Lahiwe pengelolaan APBD vang

tenggung  jawabnya telah diselenggarakar berdasarkan
pengendaling ider yang  memadal,  sesuad dengan  Kobonine.

perundang-undangan.
Pasal 162

FPKD menyusun laporann keuangan PPKD yang terdiri atas laporan
realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

PKD mé*l"us”a laporan  keuangan pemerintah daerah  yang
melupakan lconsolidasi dan laporan keuapgan SKPD dan lapord
keuangan PPKD.

Laporan keuangan pamemntah daerah sebagalmara dimaksud pada ’
ayat (2) terdiri atas: . ,

a. Laporan Realisasi Anbgdran
°b, Néraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

i_ {4~ Lapman keuangan sebagalmana d.lmaksud pada ayat (2 )‘ diéusun davv

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar
Akuntansi Pemeérintahan. o '
Laporan keuangan sehagaimana dimaksud pada a'vat {2) dilampiri

1 dengan laporan ikhtisar realisasi klnexja dan Iaporan keuangan badan

- usaha milik daerahy/ perusahaan daerah. : :
Laporan’ keuangan pemerintah daerah sebagalmand dlmaﬁbud pada
ayat (2} disampaikan . kepada Bupati dalam rangka memenu},u

. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

_ Pasal 163

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 162 ayat (2} disampaikan kepada BPK selambat- Iambatnya 3
(tiga) bulan setelah-tahun anggaran berakhir.

Pémeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada .
ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah

menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.



* rasal 109

Supatt membenkan anggapan cularn penyesuaran terhadap

ieriksaan  BPK- atas laporan

horda Q;x]‘l/',\ bl
Doridasardan

1 o 1 21 7
. faporan Keuangan

. kKeuangan pemerintaly daerah sebagamana dimaksud dalam Pasal 162 A

ayal {2).

Fasal 165

Bupati - menyampaikan rancangan  peraturan  dacrah  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa
o ' 1aporan keuangan vang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
' Keuanﬂal“ (BPK; Dalmg hm*mr 5> {lima) bulan Seteiah tahun anggaran
berakhir. A LT

ﬁ- - (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada . ayat (1)
i BIJ_K “belum menyamp_alkaﬂ taporan _ hasil pemenksaan Bupan

menyampatkan k' rancangan - peraturan dg@rah . tanpa - hasil

o
fooees
[

. pemeriksanaan BPK. .
f3) Peraturan daerah tentang pprtanggung;awaban pelaksanaan APBD

dltetapkan paling lambat 6 (enam) ‘bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

. BAB X S
. PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KEWAJ IBAN
Bagian Kesatu '

‘Pengelolaan Piutang Daerah .
Pasal 166 '

utang daexah yang tidak dapat dlselesaﬂ\an seluruhnya dan tepat
valktu, diselesaikan menurut peraturan perundang—undangan



\Jt
~

Pasal 167
HMutang decrak dapai dihapuskan secara mutlak atau bersyucar dant
pembuknan  sesual dengan  Ketentuan - mengenal  penghinpusan
pittang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang
cara penyelesaiannya dilakukan sesual dengan ketentuan perun dang-
undangan.

Penghapusan -~ sebagaimana - dimaksud i>ada ayai (1), sepanjang

, menyahgkuf piutang pemerintah daerah, ditetapkan olch:

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.600.000.006G,00 {lima
miliar rupiahyj;
h. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk Jumlah lebih dari Rp.
- 5.000.000.000,00 (lima miliar ruplah}

Bagian 'Kedua' »
Pengelblaah ‘Dana Cadangan

Pasal 168

\:.

Demermtab dabrah dapat membentuk dana cadengan guna mendanai
kematan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam

satu tahun anggaran.

© Pembentukan dana. cadangan Sebagalmana dlmaksud pada ayat (l)b

ditetapkan deny, gan peraturan daerah

Peratulan daerah spbagamlana dimaksud pada ayat (2) mencakup

penetapan fujuan, besaran dan sumber dana (,adangan serta jenis

program/ kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan terseb._ut.
'Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali’

DAK,"p’injaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaalmya
dibatasi untilk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan-
perundang-undangan: -

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran ﬁlenjadi
penerimaan pembiayaan APBD  dalam tahun anggaran yang

bersangkutan.



!
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A
Pasat 16%
H PR R Pty 15, cor T L imt T
Vol caksud dalam resal o7 ayal (1
B 3 7/

Dana cadangan

srAivi vong dikelola oleh Pi

ditempatkan pads rkoning ters KL
Dalam hal dana cadangan sebagaiman: dimaksud pada ayat (1)

belum digunakan sesual dengan pe"’}‘ul*‘ui1‘5«‘\113‘/& dana tersebut dapat

ditempatkan dalam portofolic yasg piemi Lerikan hasil tetap dengan

15

resiko rendah.

Hasil dari penempatan dalam portofoliv sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) menambah dana cadangan.

Posisi dana cadangan “dilaporken sebagal bagian yang tidak

" terpisahkan dari_laporén pertanggungjawaban APBD.

Baglan Ketlga
Fengelolaan Pﬂtang D?}Sfdh
Pasal 170
Bupati dapat - mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. '

PPKD mépyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang pelaksanaan

_ pmjaman daerah.- - _ _ :
B1aya berkenaan dengan plnjaxnan daerah dlbebankan pada anggaran

belanja daerah.

] Pasal 171 _
Hak tagih mengenal utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5

: (hma) tahun sejak utang tersebut Jatuh tempo kecuah dltetapkan lain

oleh undang- undang

Kedaluwatsa sebagalmana “dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila
pihak yang berplutang mengajukan tagihan kepada-daerah sebelum -
berakhirnya masa kedaluwarsa. ) _

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk
Dembavara_n Lewzmban bunda dan pokok pinjaman daerah.



———

(2]

)

——

fasal 172

Pirgaman daerah bersumber dest

P pemerintah;

5. pemerintah daerah lain:

¢, lembaga keuangan bank;

4. lemhaga keuangan bukan bank; dan

e raasyarakat

Pasal 172

(1) Dalam melakukah' Pinjaman Daerah, Pemerintah Daerali. waiin

memenuhi persyaratan sebagm berikut:

a. jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah Jumlah pmjaman yang
- akan dltank tidak melebihi 75% (tuyjuh puluh lima pcrcent dari
‘ Jumlah pénerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
. memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan -daerah untuk
mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan
¢. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjamain.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},

dalam hal Pinjamari Daerah diajukan kepada Pemerintah, Pemerintal

_ Daeralf juga Wapb memenuhl persyaratan tldak mempunyal tunggakan

atas pengembalian pmjaman yang bersumber dari Pemenntah

) Pinjaman Jangka Menengah ‘dan Pinjaman Jangka Panjang wajlb'

mendapatkan persetujuan Dewan Perwalalan Rakyat Daerah

. R Pasal 174 _
Penerbitan obligasi ~daerah | dltetapkan ‘dengan peraturan- daerah
setelah mendapat persetu]uan dari Menten Keuangan

Persetujuan Menteri Keuangan sebagannana d;maksud pada ayat {1}
dilakukan setelah memperoleh pertlmbandan Menteri Dalam Negeri.
Peraturan daerah sebagaiinana dJmaLsud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang
akan diterbitkan. o



{4y Penerimonr nasi penjusian obligas aaeraly  dianggarkan  pada

)
yOCTIIDIAY 2l

(51 Pembavaran bunga atss obiigasi daernh dianggarkan pacs beiama

bunga dalamn anggaran belanja daerah.

Pasal 175

 Pinjaman daeraly berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daprah

Pasal 1 T 6

( ). Bapa’u capat meneiapx(an SKPD atau umt kexja pada SKPD yaﬁg _

tugas pokoy “dan rungsmya * bersifat operasional ° dalam
menvele*xggarakan pelayanan umurm. dengan menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pedoman teknis mengenal pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah diatur lebih lanJut oleh Menterl Dalam Negen setélah

'memperoleh purtmlbcmgan Menten Keuangan

» 3 Bagian_‘Ke_lixﬁa
Péngelolaar}. Dana Bantuan Opéraéionai Sekolah
o Pasal 177 |
1) Pejabat yang ditunjuk ﬁnt_uk mengelola dana BOS sekolah negeri
sébagai berikut: - _ )
a. bupati menetapkan ‘kuasa pengguna anggaran atas usul kepala
SKPD Pendidikan selaku Pengguna Anggaran; dan '
b. kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK. )
£} Tugas PPTK sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengelola .
_dana BOS yang dltransfer oleh bendahara pengeluaran pembanm pada» 7
SKPD. Pendidikan. : l ; }



Pasel £7%
i 1 sekolah negeri dianggarkan dalam tall programm
can gegralan.
(2} Dana BOS untuk sekolan swasta dianggar kan  pada jenis belanja
huabah.
2y RIA-SKPD untuk program/keglatan dana BOS sebagairana dimaksud

1\ ™ D

pada ayat {1} disusun oleh SKPD Pendidikan.

{(4) RKA- PPKD untuk belanja hibah dana BOB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} disusun oleh PPKD.

Bagxan Keenam
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dlplsahka:l
Pasal 179 ‘

{1)- Pengelolaan kekayaan daérah yang dipiéahkan dﬂaksahe{kan sesuai
dengan pm131p prmqp tata kclola pememnapap yang ch Ik
(2) Pengelolaan kekayaan daerah yang dlplsahkan akap dizur lebih

lanjut dengan peraturan perundangan tersen dm

. o BAB XI ‘
PENGENDALIAN INTERN DAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN
Bagian Pertama
Pengendahan Internai

Pasal 180

' :(1) Dalam rangka memngkaﬂ{an klnega transparansi dan akuntabilitas
pencelolaan : keuangan . -daeragh, - - Bupati mengatur dan
menyelenggarakarn sistem pengendahan internal di hngku_ngan’
pemerintahan daerah yang dlpnnpmnya - '
"Pengendalian internal Sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
mempakan proses yang dirancang untuk memberikarl keyakinan
yang memadal mengenai pencapaian tujuan pemermtah daerah yang
tercermin dari keandalan laporan keuangain efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan
perundang-undangan. :
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feing




rrosebagaissna dimaksud pada ayat (2) sekurang-
i kriicrs L sebasal berikut:

1gail peit ,\cudaua,u vang sehe ais-

h. terselenggaranya penilaian risiko;

@]

terselenggara vys aklivitas pengendalian;
d. terselenggirenya sistem informasi dan komunikasi: dan
€. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.

Penyelenggaraan pengendalian internal sebagaimana dmzaksud paf{d
ayat {1) berpedoman pada ketentuarn peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua _
Review atas Léporan Keuangan
- Pasal 181

Review adalah prosedur - penelusuran ahgkaiéngké dalam _l'aﬁor&n-

keuangan, permintaan keterangan, dan analitik yang harus menjadi
dasar memadai bagi Aparat -Pengawasan Internal untuk memberi
keyakinan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus
dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut
sesuai, dengan Standar Akuntansi Pemermtahan

Tuman review . adalah ~untuk membenkan keyalqnan akurasi,
keandalan, .dan keabsahan mformas1 yang ‘disgjikan dalam laporan
keuangan sebelum disampaikan eleh Bupatl kepada Presaden melaluL
Menteri Dalam Negeri.

Ruancr hngkup review adalah’ sebatas penelaahan laporan keuanga_n
dan catatan akuntansi.

Sasaran review adalah untuk memperoleh keyak:lnan bahwa laporan 1

keuangan -entitas pelaporan -telah disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. : . B

Review "tidak memberikan dasar bagi Aparat Pengawasan Internal

untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan ‘seperti dalam-

pelaksanaarn audit.




(2}

\paral Pengawasan lnlemn  wigib melakobon roven 2ias aporan
keuangan.
Pelaksanaan review atas Laporan Keuangan dilakulan sesuer dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

x)ng XTT
PENYELESAIAN KERIJGIAN DAERAH
Paszl 183

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar

hukum atau kelalaian seseorang . harus. Segera.diselesajkan dengan

ketentuan perundang-: undangan yang beriaku

'( 2) Bendahara peanal negeri sipil bukan be*xdahara atau pejabat lain

yang karena perbuatamlya melanggar hulfum atau  melalaikan -

kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugjl{an

keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

- (3) Setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat Segera melakukan‘

ganti rugi, setelah mengetahw bahwa dalam Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang bersangkutan ter]adl keruglan ak1bat perbuatan dan
plhak manapun -

Pasal 184

(1) Kerugian daerah. wajib 'dilaporliail oleh atasan lang_éung atéu Akel')alei

12) . Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) segera o

SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itn diketahui.

_dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan
bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia

méngganti_kemgian daerah dimaksud.

") Jika surat keterangan tariggﬁngjawab mutlak tidak munglin diperoleh

- atau ‘tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati_

segera mengeluarkan surat  keputusan pembebanan penggantian
kerugian sementara kepada yang bersangkutan. '



P Bad oendabara, prgawa negen bakan bendahara, atau pejabat

atan gantt kerugian dacrah berada dalam

pengampuan, melarkan dirl, alau meninggal dunia, penuntutan
tasphan terhadapnye beralih kepada pengampu/yang memperoleh
hakfehli waris, terbaiag pada  kekayaan vyang dikelola atau

diperolehnya, VV(“ g berasal dari bendahara, pegawai ﬁegéri bukan

bendahara, pejabat lain vang bersangkutan. A
’Aigbung]a\fmu pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris uniuk

membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

. menjadi hapus apabila dalam waktu 3 {tiga) tahun sejak keputusan:
‘pengadilan - yang menet‘apka-n‘ pengampuaﬁ kepada bendahara,

- pegawai - negeri bukan 1be'ndahara,- atau pejabat lain V'.yéng -
bersangkutan, atau sejak bendahara, atau pejabat negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan
diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli
waris tidak diberi talw oleh pejabat yang ?'emfenang mengenai adanya

. keruglan daer ah>

Pasal 186

Retentuan penyelesalan kerug1811 daerah sebagmmana dimaksud
dalam Pasal 182, Pasal 183, dan Pasal 184 berlaku untuk uang
dan /atau barang bukan mlhk daerah, yang berada dalam penguasaan
bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. )

2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada
_ayat {1) berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan- .
badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah,
sepanjang tidak diatur dalam peraturan perur;dang—unﬁangan
tersendiri. ’ ‘



apkan u

kst pidana

sanksi administratif dan/alau san
(2) Keputusan pidana atas keruginn daerah rerhadap bendahara, pegawai

negeri bukan bendahara dan pejabat lun tidak mombe

bersangkutan dari tunitutan ganti rugi.
Pasal 188

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain
yang telah ditetapkan untuk. membayar ganti rugi; menjadi kadaluarsa

" jika dakam waktu S (lima ) tahun sejak diketahuinya keruglan tersebut
atau dalam waktu 8 {delapan) tahun seijak tejadinya kerugian tidak

dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

&

SO
Pasal 189 .
(6) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh

..... <

BPK. S
(7) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemmukan unsur
pidana, . BPK menindakianjutinya sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.

.. Pasal 190

Pehgenaan ganti :keru_gian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan

| bendahara ditetapkan oleh Bupati.

............... BAB XIII _
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 191

Pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, semua peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sepanjang
belum “diganti dan tidak —bertentangan dengan peraturan daerah ini
dinyatakan. tetap berlaku. ' ' '
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BAB XijV
EETENTUAN PERUTY
. Pasal 192

Kelentuan lebih darjut dalam peraturan daerah irg Sepanjang mepgenal

pelaksanaannya dratur dengan Peraturan Bupati

Pasal 193

Peraturan daerah ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintalhkan pengundangan
Peraturan Daeraly ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Utara. ‘ : "

Ditetapkan di Lot o
pada tanggal - 5 Deseraber 2012
- BUPATI NIAS UTARA,
ttd.

EDWARD ZEGA

AN Doserber 2012

NERAH KABUPATEN NIAS UTARA, -




PENJELASAM
. ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTAR
NOMOR /¢ TAHUN 2012
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN EEUANGAN DABRAH

G

v

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah
sebagaimana d1texapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang dikuti dengan pﬂnmbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 téntang Pemmbangan' »
- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah timbul hak
~dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehifigga perlu
dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan
keuangan daerah_ sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari
sistem pengelolaan keuangan negara dan mcrupakan elemen pokok dalam
penyelenggaraan pemenntahan daerah

_ Selam kedua Undang- undang tersebut diatasy terdapat beberapa
. peraturan - perundang—undangan ‘yang - -menjadi- acuan- ‘pengelolaan .
keuangan daerah yang telah . terbit . lebih - dahulu Undang-undang
dimaksud adalah Undang*undang I\on:or ‘Tahun - 2003 tentang
Keuangan - “Negara, - Undangundang Nomeor 1 Tahun 2004 teritang
Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomer 15 tahun 2004 tentangi
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan
Undang undang Nomor. 25 Tahun 2004 ‘tentang Sistem Perencanaan
. ‘Pembangunan  Nasional. Pada dasarnya buah pikiran yang -
melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah
keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efelktif
dan efisien. Ide dasar térsebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata
kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. ‘



tujuan tersebut, felah  disusun  Peraturan

i 2065 tentang Keuangar Daerah se

sebuah peraturan pelak<anaan vang komprehensii darn terpadu (omnibus

reguiotion) dari berbago: undang-undang tersebut diatas s yang bertujuan

agar memudahkan dalain pelaksanaannya dan tidak menimbulkan mulii
talsir dalam penerapannya. Demikian pula telah disusun Peraturan
Meateri Dalam Negeri Noaior 13 tahunt 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keua ingan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 tahun 2007 tcntang Perubahan atas Perdmran Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan.
Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Denatausahaan Dan Penyusuinan Laporan
~ Pertanggungjawaban Bendahara seita Penyampalannya yang semiia
T.peraturan tersebuf membenlfan pedoman tekms dalam pelaksmiaan di
daerah : ‘

Diéadari bahwa terdapat berbagai koridi51 di daerah yang tidak © .
sepenuhnya bisa terakomodasi dalam peraturan perundangan tersebut.
Maka, untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang baik yang
sesuai dengan kondisi tersebut, diperlukan Peraturan Daerah yang
mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana
diamantkan dalam Pasal 150 PP 58 tahun 2005 ~ dan - pasal 330

" Permendagri 13 tah—unQOOé._ ' e R R :

- 1. Perencanaan dan Penganggaran

Pengaturan pada aspek ’f)er'ehcanaem' diarahkan agar seluruh
proses penyusunan APBD semaksimal mungkin d'apat menunjukkan latar
belakang pengambilan keputusan ‘dalam - penetapan' arah kebijakan-
umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta dlstnbus1 sumber daya
dengan melibatkan partisipasi masayarakat. Oleh karenanya dalam proses
dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan
pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebat,ai
landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif-dan DPRD, maupur
di internal ekseloutif itu sendiri. . -



NgosTan yang disampzikan oleh masing-

Ieslenimer sye e
Dokumer: pen Pt

Tasing sat 7 iaerel f‘SE{PD} vang disusun dalam iormat
Rencana Kerja «'}'ax;e, Anggaran (RKAI- 5KPL narus betul-betul  dapat
menyajikan mnfermasi yang jelas teptang tujus sasaran, serta korelas:
antara besaran anggaran {beban kerja dan h()f)d satuan) dengan meanfaat
dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari .suatu

kegiatan yang dianggarkan. Oleh koarena itu penerapan anggaran berbasis
kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara
berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil preses dan penggunaan

sumber dayanya.

APBD merupakan instrumen yang al;ap menjamin terciptanya
_dlSlphl’l dalam proses pedgambilan keputusan terkait dengan kebijakan
pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat
disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam pefaturan
ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang
mengatur antare lain prosedur dan teknis pengganggaran yang harus
diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin
anggaran maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun
“belanja” juga harus mengacu pada aturan atau pedoman yang
melandasinya apakah itu Undang-undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah»

harus menglkutl prosedur admmxstrat]f yang dltetapkan Beberapa pnn51p' '
dalam disiplin anggaran yang - peﬂu diperhatikan dalam- penyusunan’
anggaran daerah antara lain bahwa (1) Pendapatan yang direncanakan
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggaikan
merupakan batas tertinggi pengeluarén belanja; (2) Penganggaran
pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian térsedianya -
_penerimaan dalam jumlah vang cukup- dan tidak dibenarkan -
melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit
anggafannya dalam APBD/Perubahan APBD; {3) Semua penerimaan dan .
pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus
dimasukan dalani APBD dan dﬂakukan melalui rekening Kas Umum
Daerah.



Uil

sran {lanoeon IR S I Z:
WY ey ng) pada nal itya

coale reiriblicn TAau prngiien bnavya vang .
?_Dﬂ.da seivian masyarakal, Keadilan alia kewajwan datam perpag
ferkail acogan priosip kewajaran “horisonts!” d oa kewajaran fvortikall

Prinsip dait kewaiaran horisontal menckankan pada persyaratan bzhwa
masyarakal dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan

rjaran vertikal dilandast pada konsep kemampuan wagb

Prinsip
pajak/restribusi untuk mémbayar,» artinya masyarakat yang mempunyal .
kemampuasn untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yvang tingg
pula. Tenlunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip | tersebut
pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional
untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

. Selain itu dalam konteks belanja, Pemerintah Daerah harus
.mgngéiokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat
dinikmati oleh seluruh kelompok masyaxakar tanpa  diskiiminasi,
khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, urituk
dapat mengendaikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka
dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) Penetapan secara
jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang
ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban
kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Aspek penting lainnya

 yang diatur adalah keterkaitan antara kehijakan (policy), perencandan
(plannmg) dengan penganggaran {budget) oleh pemerintah daerah, agar
o sinkron  dengan berbaga1 kebijakan  pemerintah  sehingga T_idak'
menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan keglatan oleh
. pemermtah pusat dengan pemenntah daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk
menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia,
mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan.pemerintah
dan n:iempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran
secara baik. Oleh karena itu pengafuran penyusunan anggaran
merupakan hal penting agar dapat berfungsi sebagaimana diharapkan
‘yaitu (1) dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan
perekonomian dan menggambarkan secara teg‘és penggunaan sumberdaya
yang dimiliki masyarakat; (2) fungsi utama anggaran -adalah untuk
mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian; (3)
anggaran menjadi ~ sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi
-ketimpangan dan kesenjangan dalam berbagai hal di suatu negara. )



Dea1y cuipan AFPE iy riavwal e oo PR N -

Penyus nan APRLD diawall dengoan NenysMmpalan Keonakan uranm APBD
cialon  dengan Rencan: Keria Pemerint b D ‘ 3 Cg 3

561 alem de zan kencana kera Vemernnts v Daers o, sebagas  landasan

penyusunai RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan
,

pendz_i}'luluar; RAPBD. Berdas.oban kebijolran umion APBD yeng telah
disepakati dengan DPRD), Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD
membahas prioritas dan plafon anggaran sementaia antuk djjadjkzu{
acuan bagi _sefiap Satuan Kerja Perangiai Dasrah Kepala SKPL
selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggarann SKPD (REKA-SKPD)
" yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang alcan dicapai- Rencana
Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan ‘belanja untuk tahun
perikutnya setelah tahun anggaran yang sudah dizusun. Rencana Kerja
.dan Anggaran ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas
dajam pembicaraan pendahuluan  RAPBD. Hasil pembahasan - in
disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai -bahan

: pehyuéunall Rancangan Peraturai Daerah tentang APBD:

Proses selanjutnya - Pemerintah Daerah mengajukan Rancangao
peraturan Daerah tentang APBD disertai penjeilasan dari dokumen-
dolkumen . pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujul
APBD yangdisetujui -DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi,
fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui
Rancangan Perda APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap
bulan Pemerintah: ‘Daerah. dapat  melaksanakan pengéluraian. ‘daerah
setinggi-tinginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan
prioritas untuk belanja yang mengikat. dan wajib. R B

. Pelaksanaan dan Pénatausahaaui Keuangan Daerah

Kepalé daerah " selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan
emerintahan daerah “adalah  juga pemegang kekuasaan. dalam
engelolaan . keniangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut
flaksanakan oleh kepala satuan ketja pengelola keuangan daerah selaku
pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja
perangkat daerah selaku pejabat pengg na anggaran/barang daerah di’
wah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemiisahan ini akan memberikan
jelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya
checks and bdlances serta untuk mendorong upaya
ningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. -
ana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk
dapat menghasilkan peningkatan ‘pelayanan dan kesejahteraan yang




maksimal g kepentingan masyarakai. Perubahan APBD dimungiinkar:

Lia ierdadi o lombangan yang didak sesual dengan asumsl koiijakan

mum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilaiuxan

DEFEeSCran A are antar unit organisasi, antar kegiatan, dan aniar jenis
helanja, serta ”‘”adl keadaan yang menyebabkan salde anggaran lebib
tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang
herjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapal
melakukan pengetuaran yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya divsulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau
disampéikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur Peraturan Pemer ntah
adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para
pejabat- pelaksana anggaran sistem pengawasan pengelualan dan sistem
pembayaran, manajemen’ kas dan perencanaan keuangan “pengelolaan
_piutang dan utang, pengﬂlolaan investasi, pengelolaan Barang Milik
Daerah, larangan penﬁtaan Uang dan Barang Milik Daerah dan/atau yang
dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggung_]awaban APBD.
serta akuntansi dan pelaporan. - -

Sehubungan dengan hal itu; dalam Peraturan ini diperjelas posisi
satuan kerja perangkat daerah- sebagai instansi pengguna anggaran dan

eiaksana program.. Sementara it Peraturan ini juga menetapkan posisi
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah’ sebagai -Bendahara- Umum
. Daerah ‘Dengan demikian, fungsi perbendaharaan akan dlpusatkan di
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

Namun demikian - untuk menyelesalkan proses pembayaran yang
bernilai kecil dengan cepat ‘haruis - dibentuk kas kecil unit pengguna
anggaran. Pemegang kas Kecil harus bertanbgung jawab :mengelola dana
yang Jumlahnya lebih  dibatasi ‘y‘ang "dalam Peraturan Pemerintah ini -
dikenal sebagai bendahara —

Berkaitan dengan 31stem pengeluaran dan sistem pembayaran,
dalam rangka menmgkaﬂ{an pertanbgung]awaban dan akuntabilitas
"satuan kerja perangkat daerah serta untuk menghindari pelaksanaan
verifikasi (pengurusan admmlstrat]f) dan penerbitan SPM {(pengurusan
pembayaran) ‘berada dalam satii kewenangan tunggal (Satuan Kerja
- Pengelola Keuangan Daerah) fungs. penerbltan SPM dialihkan ke Satuan

' . Kerja Perangkat Daerah
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Perpbhaton it juga dibarankon dapal menyederianaan seluriih

pembivaran Dengar: men risahkan

hernegang kewenangain komptlabel, check and Halance i

y 1, iy e T my o E oy Loy day s SR Ra] -
laj ketaatan terhadap eteniuan nukum, (B

A

crbangur  melaiud

pengamanan dini melalui pemeriksaan dan persefujuan sesiiad ketentuan

‘ vang berlaku, {¢) sesual dengan spesifikasi teknis, dan [dj menghindar

pelanggaran terhadap keterituan perundémg—und;mg?m dan memberikan
 kevakinan bahwa uvang daerah dikelola dengan benar.

‘ Selanjutnya, sejalan dengan pemindahar kewenangan penerbitan
SPM kepada satuan kerja per?mgkaf daerah, jadwal penerimaan dan
pengeluaran kas secara periodik harus diselenggarakan sesuai dengan
jadwal yang disampaikan unit penerima dan unit péngguna-kas. Untuk
itu, unit 'yang menangani perbendaharaan di Satuan Kerja Pengelola
Keuangan - Daerah melakukan antisipasi secara lebih baik terhadap
© kemungkinan kekurangan kas. Dan sébal@ja melakitkan rencana untuk
- menghasilkan pendapatan tambahan - dari p,eménfaatém kesempatan
melakukan investasi dari kas yang belum digunakan dalam periode jangka

pendek.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

‘Peng‘atur,ah' bidang akuntans1 dan’. pelaporan  dilakukan dalam

rangka untuk menguatkan pilar. akuntabilitas -dan transparansi. Dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan,
pemeﬁntéh daerah wajib menyaiﬁipaikan 'pertanggungjawaban berupa (1)
Laporan ‘Realisasi Anggaran, A{2) Neraca, (3) Laporan ‘Arus Kas,. dan (4}
Catatan atas Laporan Keuangan. ' k. o

Laporan keuangah djméksud disusun sesuai. 'den'gén» Standar. Alkuntansi -
emerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui 'DPR_D,
aporan keuangan perlu-diperiksa terlebih dahulu oleh BEK.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

asal 1 _ ' S _
Cukup jelas »
sal 2

Cukup jelas -



Tuhkup gelas
Aval 2]
Biisien meru paifal- pericapaian keluaran yang maksimuin
dengan masukan tertenta atau  penggunaan ‘masukan

terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

'_Ekonomi% merupakan pemerolehan’ masukan dengan

kualitas dan kuantnas tertentu pada tingkat harga yang

, fprendan

ffeltif merupakan pﬂ‘ncapalan hasﬂ program de1 gan ta1 get

¢ yamg telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandmgkan
keluaran dengan hasil.
Transparan  merupakan prinsip . 'kete;buka'an vang
memungkinkan = masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatka;n akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah. ® ) T '
Bertanggung Jawab merupakan perwujudan kewajlban :

seseorang - - .atau satuan kexja : untuk
mempertanbgung]awabkarx pengelolaan dan pengenaaharx

yang telah ditetapkan.
Keadilan adalah: kesemlbancran dlstrlbu51 kewenanﬁan dan

- pendanaannya.
- : Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang
| o dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Pasald ‘ S -
" Cukup jelas S o
Pasal6
Cukup jelas o -

sumber - daya dan * pelaksanaan kebgakan yang



LTI
Cukupieias

Pasal 8

Poca  prinsipiiye. semas
dilaksanakan melalui kas daerab
Pasal 9
Ayat (1)
Culaup jelas
Ayat {2)
. Cukup jelas
Ayat (3)
' Cukup jelas
Ayat (4) .
- Yang dimaksud dengan koordinator adaiah terkait dengan
peran dan fungsi Sekretaris Daerah ‘membantu Bupati -
‘dalam menyusun kepijjakan - dan mengkoofdinasikan
pényelﬁnggaréan urdsan pemerintah  daerah  termasuk
‘pengelolaan keuangan daerah.
Aat (5]

Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1) _
)  Cukup jel.’:ts :
. Ayat (2) B
) Cukup jelas
Ayat (3},
Huruf a
Tim Anggaran Pemerintah Daerah merglpunyaib tﬁgas ‘
meﬁyiapkgn dan -melaksanakan keb-ijakan Bupati - -
dalam rangka penyﬁsunan APBD yang anggotaﬁya
- terdiri dari pejabaf perencana daerah, PPKD dan
V pejabat lainnya s_esuai dengan kebutuhan. .
- Huruf b
Cukup jelas
) Hurufc .

Cukup jelas.
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Ligrafe-

Culkup jeias -

Ay {4)
Cukn myhu
Pasal 11
Culup jelas |
pasal 12
. Cukup jelas
Pasal 13 ‘
‘ meup jelas
. Pasal 14
Culolpjelas
'Pasal 15 ‘
Cukup jelas
 Pasall6.. - =
" Ayat (1)

Per)unjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1m

s mela,ul usqlan atasan langsung yans:r bel sangkutan

Ayat(2)
mencakup. dokumen- adx:mnlstra& keorlatan maupun

pembayaran yang chtetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang—undangan. .
_ Cukup jelas. _
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
' Ayat (1)

Culkup jelas”

_Yang chmaksud dokumen anggaran ad&ah ball\ yang .

'dokumen admjnistra&‘ terkait dengan persyaratan




:
Ayatl {2
Tugas kebendeharaan o meliputi wogatan oonarims
- menyimpan, menyetor/ membayar/ mernyerahkan,

menatausahakan, dan mempeitanggungmwabkan
penerimaan/ pengeluaran uang dan sural berharga vang
berada dalain pengeiolaénﬂya.
Ayar (3)
Persyaratan = pengangkatan dan pembimant karier -
bendahara diatur oleh Bendahara Umum Negara selaku
Pembina Nasional Jabatan F\.mgsiona; Bendahara
Ayat (4) h '
Cukup jelas
" Pasal 20 e
| C_u»kupv jelas’ -
Pasal 21 - |
Cukup jelas
Cukup jelas .
Pasal 23 o '
o " Cukupjelas - - A
Pasal24 o
Cukﬁ'p jelas o
Pasél_25: ‘
| Cukupjelas
Pasal 26 A _ -
- Cukup jelés»l .
Pasal 27 - 7
A Cukup jelas o -
Pasal 28 - '
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas’ :
| Pasal 30
Cukup jelas ... . .




‘ Cuatoup jelas
l T Pasal 22 -
! Cukup jelas
I Pasal 33
’ ) Cukup jelas ‘ )
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 35 '
Cukup jelas
Pasal 36 o
Cukup jelas
Pasal 37, B
Cukup jelas ‘
' Pasal 38 7 '

Klasifikasi menurut fungsi vang dimaksud dalam ayat ini
adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama

merintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada

pe
. _masyarakat. ‘ »
Pasal 39 . - o .
"Cukupjeia‘s ' ' e

Pasal 40,
- Susunan . program dan k
sepeﬂi RPJ MD dan ~_RKPD ~harus menjadi, acuan dalam - proses -

egiatan dalam dokumen perencanaaﬁ

penganggaran.
Pasal 41 - -
Cukup jelas .

| Pasal42 - - : )
Cukup jelas. '

Pasal 43
.Cukup jelas
asal 44 )
Cukup je.lés



Pasal 47
Cuxup jelas
Pasal 48
Cukup jelas

. Cukup jelas
bPasal 51 - '
Cukup jelas
Pasal 52 '
- Cukup jelas
~Pasal 53 ¢
Cukup jelas
Pasal 54
Cukﬁp jelas
Pasal 55
1 Cukup jelas
. Pasal 56 - E

~ Pasal 57
- Culup jelas
 Pasal 58 ‘
- ~ Culaup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60. - o
" , Cukup jelas
Pasal 61

3 Cukup jelas
Pasal 62
1 Cukup jelas
Pasal 63

; Cukup jelas
Pasal 64
g Cukup jelas

Cukup jelas .
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=l 66 B
Talour celas
s s eSS

Culoup ielas
Pasal 58

Cukup jetas

Pasal 69
' Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas'
Pasal 72 S
- Cukup jélas
Pasal 737 .
Cukup jelas
Pasal 74
Culfup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76 ,
B .Cukup jelas
Pasal 77 A
_ Cukup jelas
Pasal 78 _ _
. Cukup jelas -~~~
~ Pasal 79
Ayat {1}
Cukup jelas
Ayat (2) -
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka

.pengeluaran jangka menengah dilakukan sqéara bertahap
: disesuaikan dengan kebutuhan. |
 Pasal 80 ; ~ _ -
: - Cukup jelas . ’ o
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Avai (1]
Cukup jelas

Ayat {2)
Yang dimaksud dengan capain kinerja adalalh akuran
prestasi kerja yang akan dicapai dasi Xeadaan sernula
dengan mempertimbangkan iaktor kualitas, kuantitas,
cfisiensi dan efektifitas pelaksanaarn dari seliap program
dan kegiatdr o .
Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasﬂan yang dicapai pada 'Se.liap program d_aﬁ‘

keg1atan satuan Kerja per angkcu daerah.

Yang dimaksud dengan anabms standar - belanjr adalah_
penilaian kewajaran atas heban kerja dan biaya yang
" digunakan untuk ~ melaksanakan  suatu kegiatan.
Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis
standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan
dengan kebutuhan. » 7
' Yang dlmaksud dengan standar satuan harga adalah harga
‘satuan setiap umnit barang/ jasa yang berlaku msuatu

daerah.

Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah '
tolok ukur k]nelja dalam menentukan capaian jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Wajlbi -
daerah. -
Ayat {3)
Cukup jelas
Pasal 83 -
Cukup JelaS
Pasal 84
Cukup jelas




Paaal 86
Culkup jeias
Pasal 87
Cukup iclas
Pasal 88
. Cukup jelas -
Pasal 89
Cukup e
_ _Pasal 90
Ayat (1
Yang dimalksud den«an evalufml dalam aydt ini adalah

_bertujuan untuk Ler(apanlya keqeraman antara kebjakarx
Kabupaten dengan kebijakan Provinsi, keser351an antara .
kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk
meneliti sejanh mana APBD kabupaten tidak bertentangan
dengan kepentingan umuim, peraturan yang lebih tinggi,
dan peraturan daerah lamnya
_ Ayat( ) S
: Cukupjelas -
~Ayat (3)
. Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas :

Ayat (5) B a

- -Cuknp jelas _
asal 91 o
Cukup jelas
 Pasal 92
3 ~Cukup jelas
 Pasal 93
Cukupjelas _
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. Cuiedp jelas
Pasal 98
' Cukup jelas
Pasal 99 '
" Cukup jelas
Pasal 100 _
Cukup jelas
" Pasal 101
; Cukup jelas o
. Pasal 102 e o
Culupjelas : :
Pasal 103 ,
Pasal 104 :
Cukup jelas - - -
y Pasal 105 e
E Cukup jelas . '
pasal 106 L
Cukup.jelas' :
Pasal 107 . o
- 'Cukupjelas- o RS
Pasal 108 I
] Cukup jelas = -
Pasal 109 = -
Cukupjelas
Pasal 110 o - .
Cukup jelas -
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112 . » ‘ ) : .
Cukup jelas - .
Pasal 113
. Cukupjelas . -« .




Cukup jelas
Pasal 117

Cukup jelas
Pasal 118

Cukup jelas
Pasal 119
. Cukup jelas
I Pasal 120 '
' © Cukup.jelas
- Pasal 121

~ Cukup jelas L A _

" Pasal 122 A T e
- © Cukup jelas ' o
Pasal 123 »

~ Cukup jelas\'b
Pasal 124
v Cukup jelas 4
‘Pasall25 . B
- Cukup jelas a ’
Pasal 126 o
B Cukup jelas
Pasal 127
) Cukupjélas L L . o
Pasal 128 R
Cukup jelas
" Pasal 129 —_—
Ayat {1) L i :
_Yang dimaksud dengan prognosis adalah prakiraan dan.

penjelasannya yang alcan direalisir dalam & (enam) bulan

berikutnya berdasarkan realisasi.

Ayat (2) SR ERan - T
' Cukup jelas o

| -
t




Cukup jelas
Huruf b
Culcup jeias
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan salde ang_ggaran lebihv  tahun
sehelumnya adalah sisa lebih perhifungan anggaran tahun
sehelumnya. '
Huruf d
o Culaup jelas
Hurufe
) Cukup jelas
Pasal 131 oo S _
o Cukup jelas R R i -
Pasal 132 ' ‘ ' )
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134 - o _
N “Cukupjelas - = S
© - Pasal 135 _ ‘ '
_i Cuikup jelas.
Pasal 136
~.Cukup jelas L , .
CPasal 137 -
~ Cukup jelas - '
" Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas )
Pasal 140
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "rusan wajib" adalah
" urusan yang sangat mendasar yang berkaitan

dengah hak dan.pelayénan dasar warga negara. .
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o
e R S A urusan piinan’ adsiab
angy nyata ada di daesrah dan

Laituk meningkatkan kesejahleraan

pakat sesual dengan kondist, kekhasan dan

Culkup jelas
Hural b

' {Angka 34 )

Urusan wajib yang belum ditetapkan standar

pelayanan- minimalnya, vpemerintah‘ © daerah

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
. undangan. ' :
Huruf ¢

Cukup jela

%]

Pasal 141
- Ayat {1}
Cukup jelas
Ayat (2)

_ Cui&up jelas.
Huruf b '
7 - Yang djm‘aksu'd dEngml ‘V“insf'tansi ' pemerintah”
meliputi departemen, Lembaga ‘Pemerintah Non
Departemen - (LPND), pemerintah kabupatén,, dan .
‘pemerintah kabupaten/kota. . S L
Hurafc _ o -
Cukup jelas B
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e i
- Cukup jelas '

Huruf
Cukup jelas




Parul g

Oynilrgm etos
ultap peias

Huruf h

A5 s £
Ayat {3

Cukup elas

Furuf a
' Cukup jelas
Huruf b )
Cukup jelas
Huruf ¢ » , : _
. - Yang dimaksud dengan_ "koordinasi dengan instanst
vertikal di daerah = adalah koordinasi- bdengan
“instanst pém'eriniah yang mempunyai -kantor .
wilayah di daerah yang bersangkutan.”
Huruf d
"""" Kabupaten membina batas wilayah antar
kabupaten dan/atau kota, sedangkan’ -
kabupaten/kota membina batas wilayah antar
kecamatan dan  batas wilayali antar
7 . desa/kelurahan. I :
Huruf e S '>
- Cukupjelas ]
Huraf f ' - : S ,
Yang dimal_isud dengan "kawasan khusus" meliputi -
kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya
. buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan
S . dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, - -
sepanjang yang ménjadj kewenangan daeral.

3 - -

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h

: Cukup jelas
CAyat (2) .
Cukup jelas
Pasal 143 C ,
' - Cukup jelas - .




Pasal 144
Culkup j2ins
Pagal 145 -
- Cukup jelos
Pasal 146
Culup jelas
Pasal 147 ‘
Ayat {1)
Cukup jelas.
’ Ayat (2) -
Cukup jelas
Ayat (3) ‘
Cukup )elas
 Avat(4) |
Yang dlmaksud dengan° ‘secara kon‘/ensmnai adalah .

penyusunan dan penyampaian LPPD secara tertulis dan

© Y dikirim melalui kurir/jasa Pos.

Pasal 148
Cukup jelas

Pasab140 i | |
Yang dlmaksud dengan “RKPD" adalah penjabaran vist, misi, dan
‘ program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana
Pémban@hah Jangka ~Panjang Daerah dan’ memperhatikan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah \lasmnal bagl daerah

. Kabupaten bag1 daerah kabupaten/ kota
Pasal 150 . -
. Culkup jelas
Pasal 151
Cukup jelés
Pasal 152 © -
' Cukup jelas .




Cukep ieias

oo 161 R
Culku jelas

Pasel 162

Cukin ielas
i jeas

Pasai 163
Cukup jelas
Pasal 164 ‘
Cukup jelas
Pasal 165 - |
) Cukup jelas
Pasal 166-
Ayat (1)
SR Culkup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan’ piutang=daerah jenis tertenfu roisalnya
piutang pajak daerah.
Ayat (3)
_ Cukup'jela_s A o o S
Ayat (4) ' o ‘ ‘
Cukup jelas '
Pasal 167 o
. Cukupjelas"-»»
Pasal 168 | D
Ayat (1)
- Cukup jelas
l— Ayat (2) '
Culkup jelas

~ Ayat(8)
l‘ Cukup jelaé
Ayat (4) ce e : : -
Penerimaan lain - yang penggunaan;f\iya dibatasi untuk
o ,pengel@ar_an tertentu seperti pendapatan RSUD, dana darurat.
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Coalu etes
Pasal 16Y
A 1
Cukup jelas
fAY . YIS
Aval (2}

Salah satu conioh portofolio yang memberikan hasi ‘ietap

dengzﬂ rigilko ren fiab adalah-deposito pada bank peme 11niah
Ayat (3]
Cukup jelas
Avat (4) -
Culkup jelas
Pasal 170
Avat (1) .
e Yang danaksud ketentuan dalam ayat ini adalah jumlah
utang/ pmjamam yang ditetapkan dalam APBD.
Ayat (2) e :
Culkup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas - ,
Pasal 171 L A
A,/at (1)
Cukup jelas
© Ayat (2) . o
Kadaluwarsa Sebagél:rnana dimaksud ayat ini- dihitung sejak
tanggal 1 Januari tahun berikutnya. L
Avat (3) o o o
Cukup jelas ' ' :
Pasal 172 ‘ )

Hurufa )
Pinjaman daerah  yang bersumber dari pemerintah dapat

berasal dari pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar

negeri.




g hersuber i poanernlaly aacsab I

1 .
1ol antar daneral

Hurul ¢
Cukup wlas

Hurul d
Pinjaman daéerah yang bersnmbev dart 1embaga keuangan

uukan bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi

pemerintah, dana pensiun.

Hurufe
Pinjaman dae 1ah yang hersumber dari ‘masyarakat dapat

berasal dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan
investasi di pasar modal :
Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174

Ayat (1)
Penerhitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang

menghasilkan penerimaan daerah.
Ayat (2) -
’ Cukup jelas
Ayat (3) B
Cukup }xias
Ayat( j
, Cukup jelas
Ayat (5), | |
Cukup ]elas A v _ .
Pasal 175~ '
‘ . Cukup jelas
Pasal 176
Ayat (1)
Ct;kup jelas
Ayat {2) _
Cukﬁp jelas
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Luitg jelas
i Pasal 178
Culup jelas
Pasal 179
Cultup jelas
Pasal 180
{ - ) Cukup jelas
Pasal 181 '
, - Cukup jelas

Pasal 182
. ‘Cukup jeias
Pasal 183
 Cukup jelas
. Pasal 184 - : '
_Cukup jelas
" Pasal 185 A
< Cukup jelas
Pasal 186." . . s
- Cukup jelas
Pasal 187 »
~ Cukup jelas
Pasal 188 S
- Cukupielas
Pasal 189 - o
' Cukup jelas’
Pasal 190~ . .-

~Pasal 191
o Cukupjelas -
Pasal 192 - R
_ Cukupjelas ' _
Pasal 193
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR ]




